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ABSTRAK 
 
Nama Penyusun :   Muh. Ichsan Hasan 
Nim    :   60800112065 
Judul Skripsi               :  Analisis Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah Pesisir di 
Kabupaten Bantaeng 
 
Kabupaten Bantaeng ditetapkan sebagai Kawasan Minapolitan sebagaimana 
diamanatkan di dalam KepMen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 
KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan. Wilayah pesisir 
Kabupaten Bantaeng yang terdiri dari Kecamatan Bissappu, Kecamatan Bantaeng dan 
Kecamatan Pajukukang, dengan potensi wilayah yang beragam. Dari potensi yang 
ada seharusnya kecamatan pada wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng dapat 
berkembang dengan merata dan saling menujang antar wilayah, akan tetapi 
kesenjangan semakin terlihat dengan terpusatnya fasilitas pada Kecamatan Bantaeng 
sebagai ibu kota kecamatan. Dengan demikian Kecamatan Pajukukang dan 
Kecamatan Bisappu terlihat kurang berkembang. Penelitian ini dilakukan dengan 
mengkaji kondisi serta potensi wilayah pesisir yang dapat menjadi pusat-pusat 
pertumbuhan di Kabupaten Bantaeng. Tujuan dari penelitian ini untuk menentukan 
wilayah pesisir yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Bantaeng. 
Alat anaisis yang digunakan mencakup identifikasi serta deskripsi kondisi wilayah, 
analisis analisis skalogram untuk menetukan hierarki wilayah pesisir yang ada di 
Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pemanfaatan lahan 
wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng terdiri dari pemanfaatan wilayah pesisir daratan 
dan pemanfaatan wilayah pesisir lautan, Kondisi infrastruktur wilayah pesisir 
Kabupaten Bantaeng sudah tersebar cukup merata, potensi sumberdaya pesisir dan 
kelautan, serta Arahan kebijakan penataan ruang dan pembangunan wilayah peisisir 
Kabupaten Bantaeng mengarah pada peningkatan dan pemanfaatan potensi 
sumberdaya pesisir. Sedangkan untuk penetapan pusat-pusat pertumbuhan wilayah 
pesisir terbagi atas 3 orde, yaitu orde I adalah Kecamatan Bantaeng dengan fungsi 
utama sebagai pusat transportasi, Orde II adalah Kecamatan Pa’jukukang dengan 
fungsi utama pusat pengelolaan hasil kelautan dan perikanan (KIT-KP) dan orde III 
dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan budidaya perikanan dan kelautan. 
 
Kata Kunci : Pusat Pertumbuhan, Sumberdaya Pesisir , Potensi 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.480 
pulau yang terdiri dari sejumlah pulau besar dan lebih dari 1.000 pulau-pulau 
kecil yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Adapun wilayah laut teritorial 
seluas 3,2 juta km2 atau sebesar 63% dari total wilayah teritorial Indonesia, 
dengan luas Zona Ekonomi Eksklusif 2,7 juta km2 dan garis pantai sepanjang 
95.181 km (Numberi, 2009). Hal-hal tersebut menjadikan wilayah pesisir 
Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam yang tinggi seperti mangrove, 
terumbu karang (coral reefs) dan padang lamun (sea grass beds) serta sumber 
daya alam pesisir yang lainnya. 
 Menurut Undang-undang Nomor1 Tahun 2014  tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, wilayah pesisir adalah daerah peralihan 
antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di 
laut. Wilayah ini sangat produktif dengan keberadaan estuaria, hutan bakau, 
padang lamun, terumbu karang serta sumberdaya pesisir lainnya, sehingga 
sedemikian panjangnya pantai Indonesia merupakan potensi sumberdaya alam 
yang besar untuk pembangunan ekonomi. 
Keanekaragaman sumberdaya alam yang terdapat di wilayah 
pesisir,mengakibatkan wilayah ini umumnya merupakan pemusatan berbagai 
kegiatan pembangunan seperti pemukiman, pertambakan,tempat, rekreasi, sarana 
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penghubung dan sebagainya.  Sebanyak 60% penduduk Indonesia diperkirakan 
tinggal dan hidup di wilayah pesisir (Aurajati, 2011). Sejalan dengan pertambahan 
penduduk di Indonesia yaitu sebanyak 253.556.363 jiwa (BPS, 2016), tentunya 
memberikan tekanan dampak yang besar kepada wilayah ini khususnya akibat 
aktivitas manusia di dalamnya. 
Sementara Undang-undang Nomor UU No. 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan 
untuk mengelola sumberdaya alamnya masing-masing, termasuk wilayah pesisir 
dan laut. Hal ini juga termasuk Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang merupakan 
salah satu dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Aturan tersebut 
memberikan hak kepada daerah untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan 
Sumberdaya pesisir sehingga dapat tumbuh, berkembang dan bersaing dengan 
daerah lain sesuai potensi yang ada pada wilayah tersebut. 
Salah satu faktor eksternal yang akan mempengaruhi perkembangan suatu 
daerah adalah keterkaitannya dengan daerah lain, baik dalam maupun luar daerah 
itu sendiri, serta keterkaitan dengan daerah belakangnya (hinterland) atau daerah 
pedesaan sekitarnya. Sering keterkaitan ini terwujud sebagai suatu bentuk sistem 
wilayah/kota. Dalam suatu sistem wilayah/kota, wilayah/kota menjadi unsur 
utama dan merupakan simpul (node) dalam sistem ini. Keterkaitan ini memegang 
peranan penting dalam pembentukan pola dan struktur sistem, dan dalam 
merangsang perkembangan (Danastri,2011). Pembangunan di wilayah pesisir 
dapat meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan lapangan kerja. Karena itu 
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus dikelola secara terpadu dan 
3 
 
berkelanjutan dengan cara memanfaatkan sumber-sumber pertumbuhan yang 
sudah ada dan sumber-sumber pertumbuhan yang baru (Jufriadi, 2014). 
Pada hakekatnya faktor yang menyebabkan perkembangan wilayah/kota 
umumnya sama sebagaimana yang berpengaruh pada perkembangan daerah-
daerah di Negara yang sedang berkembang lainnya yaitu pertambahan penduduk 
baik secara alami maupun karena migrasi desa-kota atau perubahan kegiatan 
usaha dan kehidupan penduduk yang berkembang (Danastri, 2011). 
Kabupaten Bantaeng yang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di 
Sulawesi Selatan, memiliki kegiatan perekonomian dan sosial yang berkembang 
pesat. Kabupaten yang terbagi atas 12 wilayah kecamatan dengan 3 wilayah 
kecamatan yang tergolong sebagai wilayah pesisir dengan potensi sumberdaya 
yang melimpah dan dapat menyebabkan munculnya pusat-pusat pertumbuhan 
untuk menampung kegiatan ekonomi dan sosial dalam wilayah ini 
Kabupaten Bantaeng berada di pesisir Laut Flores bagian utara, dilalui Jalur 
Trans Sulwesi Selatan yang merupakan jalur utama penghubung bagian selatan 
Sulawesi Selatan, menyebabkan wilayah ini menjadi salah satu daerah yang 
sangat berpotensi di Sulawesi Selatan. Letaknya yang cukup strategis membuat 
daerah ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selain itu, Kabupaten 
Bantaeng juga merupakan daerah transit yang dilewati oleh jalur Trans Sulawesi 
dari arah barat menuju timur ataupun sebaliknya. Disamping faktor-faktor 
tersebut,Kabupaten Bantaeng juga memiliki banyak potensi yang ada disekitarnya 
seperti obyek-obyek pariwisata dan sektor lain yang sudahcukup berkembang. 
Perkembangan kegiatan ekonomi dan sosial Kabupaten Bantaeng tidak lepas dari 
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peran pemerintah daerah yang merubah wajah Kabupaten Bantaeng dari wilayah 
yang dulunya cukup tandus dengan segala keterbelakangansosial dan ekonomi 
menjadi daerah yang tumbuh dan berkembang dengan pesat sehingga banyak 
diminati oleh masyarakat luar kabupaten. 
Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu kabupaten/kota yang ditetapkan 
sebagai Kawasan Minapolitan sebagaimana diamanatkan di dalam Keputusan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.32/MEN/2010 
tentang Penetapan Kawasan Minapolitan. Untuk mengembangkan dan mengelola 
Kawasan Minapolitan ini, diperlukan penyediaan ruang yang memadai bagi 
kelangsungan kegiatan-kegiatan yang akan diimplementasikan dalam Kawasan 
Minapolitan tersebut.Minapolitan yang bermakna pula sebagai kota berbasis 
kegiatan perikanan yang didukung oleh infrastruktur penunjang secara terpadu. 
Dengan adanya kebijakan tersebut secara simultan akan membentuk wilayah 
pesisir Kabupaten Bantaeng semakin berkembang dan akan memunculkan pusat-
pusat pertumbuhan sesuai dengan potensi di masing-masing daerah yang ada di 
wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng. Namun dalam proses perkembangannya 
wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng terlihat kesenjangan pembangunan, 
perkembangan dan pembangunan wilayah kabupaten hanya terpusat pada Ibu 
Kota Kabupaten yang terletak di Kecamatan Bantaeng, Sementara wilayah 
kecamatan lain seperti Kecamatan Pajukukang dan Kecamatan Bissappu kurang 
memperlihatkan perkembangannya padahal, wilayah kecamatan lain masing 
masing telah memiliki potensi sumberdaya yang cukup baik untuk dikembangkan 
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utamanya pada wilayah pesisir. Jika dilihat dari segi fasilitas-fasilitas penunjang 
wilayah, semua hampir terpusat pada wilayah Ibu Kota Kabupaten Bantaeng. 
Wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng yang terdiri dari tiga kecamatan, 
diantaranya adalah Kecamatan Bissappu, Kecamatan Bantaeng dan Kecamatan 
Pajukukang, dengan potensi masing masing wilayah kecamatan yang beragam. 
Untuk wilayah Kecamatan Bissapu didominasi oleh kegiatan budidaya rumput 
laut dan perikanan tangkap di kecamatan ini juga akan dikembangkan Pelabuhan 
Umum dengan panjang dermaga 50 meter sesuai dengan arahan RTRW Provinsi 
Sulawesi Selatan (Perda No 9 Tahun 2009). Sedangkan untuk Wilayah 
Kecamatan Bantaeng yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Bantaeng dengan 
potensi pengembangan kegiatan  pariwisata tepi pantai buatan (Pantai Seruni dan 
Pantai Lamalaka), perikanan tangkap dan budidaya rumput laut. Sementara untuk 
Kecamatan Pa’jukukang kegiatan masyarakat didominasi oleh perikanan tangkap, 
perikanan budidaya dan wisata Pantai Korong Batu, selain itu juga wilayah 
Kecamatan Pa’jukukang terdapat pelabuhan perikanan yang menjadi lokasi 
tempat pelelangan ikan (TPI). Dari semua potensi tersebut seharusnya masing-
masing kecamatan pada wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng dapat tumbuh dan 
berkembang dengan merata dan saling menujang antar wilayah sesuai dengan 
potensi wilayah masing masing kecamatan, akan tetapi yang terjadi justru 
sebaliknya, kesenjangan tersebut semakin terlihat dengan terpusatnya fasilitas 
pada Kecamatan Bantaeng sebagai ibu kota kecamatan. Meskipun demikian 
wilayah Kecamatan Pajukukang dan wilayah Kecamatan Bisappu terlihat kurang 
berkembang. 
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Sesuai dengan uraian di atas, maka dibutuhkan analisa pusat-pusat 
pertumbuhan di wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng dengan melihat berbagai 
pertimbangan internal maupun eksternal. Agar wilayah pesisir ini mampu 
menopang aktivitas masyarakat dan tidak terpusat dan menimbulkan permasahan 
dan disparitas wilayah, dengan menganalisa lebih dalam potensi wilayah yang 
dapat menjadi pusat pertumbuhan di wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng, agar 
perkembangan wilayah menjadi merata dan terjadi interaksi antar wilayah 
administratif maupun fungsional. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang, dapat ditarik rumusan masalah 
sebagai berikut:  
1. Bagaimana Kondisi wilayah Pesisir Kabupaten Bantaeng ? 
2. Wilayah pesisir yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan di 
Kabupaten Bantaeng ? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk Mengetahui Kondisi wilayah Pesisir Kabupaten Bantaeng ? 
2. Menentukan Wilayah pesisir yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan 
di Kabupaten Bantaeng ? 
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D. Manfaat Penelitian 
Kegunaan penelitian ini adalah:  
1. Untuk dimanfaatkan oleh mahasiswa perencanaan wilayah kotayang 
tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai pengembangan di 
wilayah Pesisir Kabupaten Bantaeng.  
2. Memberikan saran  danmasukan bagi pemerintah Kabupaten Bantaeng 
dalam penataan ruang dan pengembangan wilayah pesisir Kabupaten 
Bantaeng. 
3. Sebagai bahan pertimbangan atau acuan pada penelitian selanjutnya 
dengan topik yang sama. 
E. Ruang Lingkup Penelitian 
Ruang lingkup studi yang dijadikan objek penelitian berada di wilayah 
pesisir Kabupaten Bantaeng yang terdiri dari 3 kecamatan yaitu Wilayah 
Kecamatan Bissapu, Wilayah Kecamatan Bantaeng, dan Wilayah Kecamatan 
Pa’jukukang adapun mencangkup ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup 
materi. 
1. Ruang Lingkup Wilayah 
Ruang lingkup wilayah penelitian ini berada di KabupatenBantaeng. 
Kawasan penelitian terletak pada 3 (Tiga) kecamatan yang tergolong 
sebagai wilayah pesisir, yaitu Wilayah Kecamatan Bissapu, Wilayah 
Kecamatan Bantaeng dan Wilayah Kecamatan Pajukukang. Ketiga 
kecamatan tersebut merupakan wilayah pesisir di Kabupaten Bantaeng. 
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2. Ruang lingkup materi 
Ruang lingkup materi dalam penelitian ini yakni menetapkan Pusat-Pusat 
Pertumbuhan wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng. Mengkaji Kebijakan, 
Rencana dan Program pemerintah mengenai pengembangan wilayah 
pesisir Kabupaten Bantaeng yang telah di tetapkan, mengkaji kendala dan 
permasalahan yang timbul dalam proses perkembangan wilayah pesisir 
Kabupaten Bantaeng, melihat interkasi antar wilayah di Kabupaten 
Bantaeng dan memberkan solusi terhadap permasalahan pengembangan 
wilayah dil lokasi penelitian. 
F. Sistematika Pembahasan 
Penulisan penelitian ini dilakukan dengan mengurut data sesuai 
dengan tingkat kebutuhan dan kegunaan, sehingga semua aspek yang 
dibutuhkan dalam proses selanjutnya terangkum secara sistematis, dengan 
sistematika penulisan sebagai berikut: 
PERTAMA PENDAHULUAN, Bab ini berisi tentang pendahuluan, 
menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup 
penelitian, serta sistematika pembahasan. 
KEDUA KAJIAN PUSTAKA, Bab ini membahas tentang kajian teori 
yang menjadi landasan, antara lain yaitu pengertian wilayah, 
teori mengenai pengertian wilayah pesisir, pendekatan dan 
pengembangan wilayah pesisir, potensi sumber daya pesisir, 
interaksi spasial, sektor basis, pusat pertumbuhan, teori 
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ketidak seimbangan dalam pembangunan dan pengembangan 
wilayah pesisir dalam kajian islam serta definisi operasional 
dan kerangka pikir penelitian. 
KETIGA    METODE PENELITIAN, Bab ini berisi tentang metode 
penelitian. Secara umum menguraikan tentang waktu dan 
lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode 
pengumpulan data sertametode analisis data. 
KEEMPAT HASIL DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini penulis 
menjabarkan hasil dari proses penelitian beserta 
pembahasannya yang berupa sajian data real di lapangan, 
proses-proses analisis dan hasil dari proses analisis yang akan 
di gunakan untuk menjawab berbagai rumusan masalah yang 
sudah ditetapkan pada penelitian. 
KELIMA PENUTUP, Dalam  iniberisi tentang kesimpulan dan saran 
yang sudah mencakup seluruh hasil dari proses penelitian dan 
jawaban dari rumusan masalah. 
 
 
 
 
10 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Wilayah Pesisir 
Sesuai kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah 
daerahpertemuan antara darat dan laut, ke arah darat meliputi daratan baik 
keringmaupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti 
pasangsurut, angin laut dan perembesan air asin. Kearah laut mencakup bagian 
laut yangmasih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti 
sedimentasi danaliran air tawar, maupun yang disebabkan kegiatan manusia 
seperti pertanian danpencemaran. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
tentangPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, pengertian wilayah 
pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi 
olehperubahan didarat dan laut. 
Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 
ditegaskanbahwa Perairan pesisir dan laut yang berbatasan dengan daratan 
meliputi periaransejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan 
yangmenghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuaria teluk, perairan dangkal, 
rawapayau dan laguna.  
Secara diagnostik, wilayah pesisir dapat ditandai dengan 4 ciri : (a). 
merupakan wilayah pencampuran atau pertemuan antara laut, darat dan udara. 
Bentuk wilayah ini merupakan hasil keseimbangan dinamis dari suatu proses 
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pembangunanketiga unsure tersebut. (b). wilaah pesisir dapat berfungsi sebagai 
zona penyangga dan merupakan habitat dari berbagai jenis biota,tempat 
pemijahan, pembesaran, mencari makan dan tempat berlindung bagi jenis biota 
laut dan pantai. (c). Wilayah pesisir memiliki perubahan sifat ekologi yang 
berbeda. (d). Pada umumnya wilayah ini memiliki tingkat kesuburan yang tinggi 
dan menjadi sumber zat organic yang penting dalam suatu siklus rantai makanan 
di laut (Jahid, 2013) 
Dalam cakupan horizontal, wilayah pesisir dibatasi oleh dua garis 
hipotetik. Pertama, kearah darat wilayah ini mencakupdaerah-daerah dimana 
proses-proses oseanografi (angin laut, pasang-surut,pengaruh air laut dan lain-
lain) yang masih dapat dirasakan pengaruhnya. Kedua, kearah laut daerah-daerah 
dimana akibat proses-psoses yang terjadi di darat(sedimentasi, arus sungai, 
pengaruh air tawar, dan lain-lain), maupun yangdisebabkan karena kegiatan 
manusia di darat seperti penggundulan hutan danpencemaran.( Hajrah, 2016). 
Wilayah perbatasan ini mempertemukan lahan darat dan masa airyang berasal 
dari daratan yang relative tinggi (elevasi landai, curam atau sedang)dengan masa 
air laut yang relative rendah, datar, dan jauh lebih besar volumenya.Karakteristik 
yang dinyatakan bahwa secara alamiah wilayah ini sering disebut sebagai wilayah 
jebakan nutrien (nutrient trap).Akan tetapi, jika wilayah ini terjadi perusakan 
lingkungan secara massif karenapencemaran maka wilayah ini disebut juga 
sebagai wilayah jebakan cemaran(pollutants trap).( Hajrah, 2016). 
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B. Karakteristik Wilayah Pesisir 
Wilayah pesisir memiliki karakteristik yang berbeda dari yang lain. Berbagai 
Karakteristik yang dimiliki oleh wilayah pesisir menurut marfai (2013) antara 
lain: (a). Sangat dinamis dan selalu mengalami perubahan fisik yang dipengaruhi 
angin dan gelombang. (b). Termasuk ekosistem yang memiliki nilai tinggi karena 
produktivitas dan biodiversitas yang dimiliki sangat tinggi. (c) Mempunyai 
sumberdaya yang dapat melindungi wilayah dari banjir, gelombang badai dan 
tsunami. (d). Memiliki aktivitas perekonomian yang tinggi banyak terdapat 
permukiman. (e). Pusat kegiatan yang berkaitan dengan seluruh aktivitas manusia 
di lautan.  
Menurut marfai, salah satu metode untuk melakukan identifikasi tentang 
kearifan lokal yang berkembang dalam suatu komunitas, dan untuk mengetahui 
potensi modal social (social capital) dalam suatu wilayah dapat diawali dengan 
menemukenali dan mengkaji karakteristik lokal dan potensi suatu wilayah pesisir. 
Karakteristik suatu wilayah, baik berupa karakteristik fisik, karakteristik social, 
karakteristik ekonomi, karakteristik budaya, karak_teristik kependudukan, 
maupun karakteristik lingkungan, dan lain sebagainya akan memengaruhi 
perilaku, pola adaptasi, dan betuk-bentuk kearifan dalam suatu masyarakat. 
Banyak pendekatan dan perspektf yang dapat digunakan untuk dapat 
menemukenali berbagai karakteristik suatu wilayah. dalam disiplin keilmuan 
geografi, karakteristik wilayah dapat diketahui melalui data sekunder berupa 
telaah dan kajian-kajian literatur, laporan-laporan penelitian, dan lain sebagainya. 
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Data sekunder dapat diperoleh dari survey instansional dengan jalan mengunjungi 
instansi-instansi pemerintah untuk dapat memperoleh data dan monograf. 
Pemerolehan data juga dapat dilakukan melalui pengukuran-pengukuran dan 
observasi di lapangan. Pemerolehan data dengan cara ini dapat dilakukan dengan 
menggunakan kuesioner, angket, dan alat-alat untuk pengukuran karakteristik 
fisik. (Marfai, 2015) 
Pada bagian ini dijabarkan dua sebagian besar, yaitu tentang karakteristik 
suatu wilayah yang disajikan dalam bentuk data-data kewilayahan dan tentang 
dinamika pesisir. Dinamika pesisir akan membahas berbagai proses fisik yang 
memengaruhi perubahan lingkungan dan dapat mengganggu, mengusik, dan 
mengubah kondisi suatu ekosistem dan sistem kehidupan lainnya, misalnya 
sistem sosial. (Marfai, 2015) 
 Data terkait karakteristik dan potensi kewilayahan dapat membantu 
menemukenali dan membantu untuk melakukan analisis dalam mengidentifikasi 
kearifan lokal (terutama data-data terkait kondisi sosial ekonomi) dalam suatu 
wilayah. Uraian yang disajikan pada bagian ini berupa sajian contoh data dan 
karakteristik suatu wilayah pesisir, Dengan menggunakan pertimbangan 
kompleksitas permasalahan, adanya pengaruh berbagai faktor kehidupan di 
pesisir, dan adanya perubahan-perubahan di lingkungan pesisir yang sangat 
kontras dan jelas terlihat. (Marfai, 2015). 
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C. Pengelolaan Wilayah Pesisir  
Kita tidak mengatur atau mengelola isi alamiah itu sendiri, tetapi lebih 
kepada mengatur tingkah laku manusia yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh 
sistem alamiah tersebut (beatlly, et al. 2002). Keanekaragaman (diversity) 
wilayah pesisir mengamanatkan bahwa pengelola sumber daya tersebut mengerti 
kualitas lingkungan. Perlu dikemukakan pertanyaan bahwa bagaimana fenomena 
alamiah akan mempengaruhi pendekatan pengelolaan yang dibutuhkan sehingga 
manusia dapat berdampingan dengan alam unpredictable, berkembang, dan 
kadang-kadang lingkungan yang berbahaya (beresiko). Selanjutnya dijelaskan 
bahwa pengelolaan wilayah pesisir mencakup pengelolaan kegiatan manusia dari 
risiko (bahaya) pesisir. Untuk mengerjakan hal ini secara efektif, batasan program 
pengelolaan seharusnya berhubungan dengan batasan sumberdaya. Walaupun 
demikian, sistem alamiah mempunyai batasan transisi atau batasan kabur. 
Keadaan ini membuat pengelolaan kesulitan merumuskan pengelolaannya. 
Program pengelolaan multi-sektor di wilayah pesisir yang rentan 
membutuhkan keterpaduan sehingga semua stakeholder dan lembaga pemerintah 
yang dipengaruhi terlibat didalam pengelolaan wilayah pesisir ini merupakan 
tindakan kuratif, yaitu “masalah wilayah pesisir sudah terjadi” kemudian 
dicarikan solusinya. Beberapa alasan menginisiasi pengelolaan wilayah pesisir 
terpadu adalah munculnya beberapa masalah lingkungan seperti penurunan 
sumberdaya, pencemaran atau kerusakan ekosistem. Alasan-alasan tersebut 
berbeda yang terjadi di Negara berkembang, Negara sedang berkembang, dan 
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Negara maju. Di Negara berkembang dan sedang berkembang, alasan utama 
menginisiasi pengelolaan wilayah pesisir terpadu adalah menyangkut isu-isu 
lingkungan, sedang alasan menginisiasi pengelolaan wilayah pesisir terpadu di 
Negara maju lebih umum disebabkan kegiatan pembangunan ekonomi (manfaat 
ekonomi) dari pesisir dan laut (cicn-sain dan kencht.1998). Selanjutnya cicin-sain, 
et al. (na) menjelaskan bahwa pengelolaan pesisir dan laut terpadu dibutuhkan 
karena 2 alasan utama, yaitu: (1) pengaruh pemanfaatan pesisir dan laut, seperti 
juga kegiatan jauh ke hulu (upland) dapat mencapai lingkungan pesisir dan laut, 
dan (2) pengaruh pengguna (users) pesisir dan laut dan mempengaruhi salah satu 
diantaranya. Aspek sentral pengelolaan pesisir terpadu adalah konsep “terpadu”. 
Wilayah pesisir dan lautan dari konsep wilayah bisa termasuk dalam 
wilayah homogen, wilayah nodal, wilayah administrasi dan wilayah perencanaan. 
Sebagai wilayah homogen, wilayah pesisir merupakan wilayah sentra produksi 
ikan, namun bisa juga dikatakan sebagai wilayah dengan tingkat pendapatan 
penduduknya tergolong di bawah garis kemiskinan. Sebagai wilayah nodal, 
wilayah pesisir seringkali sebagai wilayah belakang dengan wilayah perkoataan 
sebagai intinya, bahkan seringkali wilayah pesisir dianggap sebagai halaman 
belakang yang merupakan tempat pembuangan segala macam limbah. Sehubung 
dengan fungsinya sebagai wilayah belakang, maka wilayah pesisir merupakan 
penyedia input (pasar input) bagi inti dan pasar bagi barang-barang jadi (output) 
dari inti. Sebagai wilayah administrasi, wilayah pesisir juga dapat berupa wilayah 
yang relative kecil kecamatan atau desa, namun juga dapat berupa kabupaten/kota 
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dalam bentuk pulau kecil. Sedangkan sebagai wilayah perencanaan, batas wilayah 
pesisir lebih ditentukan oleh ekologis sehingga melewati batas-batas satuan 
wilayah administratif. Terganggunya keseimbangan biofisik-ekologis dalam 
wilayah ini akan berdampak negatif yang tidak hanya dirasakan oleh daerah 
tersebut tapi juga daerah sekitarnya yang merupakan kesatuan wilayah sistem 
(kawasan). Oleh karena itu dalam pembangunan dan pengembangan wilayah 
diperlukan suatu perencanaan terpadu yang tidak menutup kemungkinan adalah 
lintas batas administratif. (Hajrah, 2016) 
Kawasan pesisir yang memiliki posisi strategis di dalam struktur alokasi 
dan distribusi sumberdaya ekonomi disebut memiliki locational rent yang tinggi. 
Nilai ekonomi kawasan pesisir, selain ditentukan oleh nilai lokasi (locational 
rent), setidak-tidaknya juga mengandung tiga unsur economic rent lainnya, yakni: 
ricardian rent, environmental rent, dan social rent. Ricardian rent adalah nilai 
berdasarkan kekayaan dan kesesuaian sumberdaya yang dimiliki untuk berbagai 
penggunaan aktivitas ekonomi, seperti kesesuaiannya untuk berbagai aktivitas 
budidaya (tambak), kesesuaian fisik untuk pengembangan pelabuhan, dan 
sebagainya. Environmental rent kawasan-kawasan pesisir adalah nilai atau fungsi 
kawasan yang didasarkan atas fungsinya di dalam keseimbangan lingkungan, 
sedangkan social rent menyangkut manfaat kawasan untuk berbagai fungsi sosial. 
Berbagai nilai-nilai budaya masyarakat banyak yang menempatkan berbagai 
kawasan pesisir sebagai kawasan dengan fungsi-fungsi sosial tertentu). Dalam 
mekanisme pasar umumnya, hanya locational dan ricardian rent yang telah 
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terinternalisasi di dalam struktur nilai pasar, akibatnya berbagai fungsi lingkungan 
dan sosial kawasan pesisir banyank mengalami degradasi dan tidak mendapat 
penilaian yang semestinya. (Hajrah, 2016) 
Peranan strategis wilayah pesisir hanya tercapai jika memenuhi 
persyaratan-persyaratan berikut: (1) basis ekonomi wilayah yang bertumbuh atas 
sumberdaya-sumberdaya domestik yang terbarui, (2) memiliki keterkaitan ke 
belakang dan ke depan terhadap berbagai sektor ekonomi lainnya di daerah yang 
bersangkutan secara signifikan sehingga perkembangan sektor basis dapat 
menimbulkan efek ganda terhadap perkembangan sektor-sektor lainnya di daerah 
yang bersangkutan, (3) efek ganda yang signifikan dari sektor basis dan sektor-
sektor turunan dan penunjangnya dengan penciptaan tenaga kerja dan pendapatan 
masyarakat (sektor rumah tangga), sektor pemerintah lokal/daerah (sektor 
pajak/restribusi) dan PDRB wilayah, (4) keterkaitan lintas regional di dalam 
maupun antar wilayah yang tinggi akan lebih menjamin aliran alokasi dan 
ditribusi sumberdaya yang efisien dan stabil sehingga menurunkan ketidakpastian 
dan (5) terjadinya secara berkelanjutan yang mendorong terjadinya koreksi dan 
peningkatan secara terus menerus secara berkelanjutan (Hajrah, 2016) 
Pengelolaan pembangunan wilayah sangat terkait dengan pemanfaatan 
sumberdaya alam yang ada di wilayah tersebut. Pengelolaan sumberdaya alam 
yang baik dapat memberikan kesejahteraan umat manusia, dan sebaliknya 
pengelolaan sumberdaya alam yang tidak baik berdampak buruk bagi umat 
manusia. Oleh karena itu pertanyaan mendasar dalam pengelolaan sumberdaya 
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alam adalah bagaimana mengelola sumberdaya alam tersebut di dalam suatu 
wilayah untuk dapat menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi manusia dan 
tidak mengorbankan kelestarian sumberdaya alam. Tujuan dari pengelolaan 
wilayah pesisir adalah, (1) pendayagunaan potensi pesisir dan lautan, untuk 
meningkatkan konstribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional dan 
kesejahteraan pelaku pengelolaan dan pengembangan pesisir dan dapat 
bermanfaat bagi perekonomian daerah, (2) adanya keseimbangan antara 
pemanfaatan ekonomi dan ekosistem wilayah pesisir dalam mendukung 
kelestarian sumberdaya pesisirnya dan lautan khususnya. Konsep pengelolaan 
wilayah pesisir terpadu dapat memberikan ruang lingkup antar sektor yang ada di 
wilayah pesisir untuk bersinergi secara total guna memanfaatkan wilayah pesisir 
secara optimal dan berkelanjutan. (Hajrah, 2016) 
D. Pendekatan-pendekatan dalam Pengembangan Wilayah Pesisir 
Banyak yang berpendapat bahwa pengelolaan wilayah pantai secara 
terpadu (Intergrated Coastal Zone Management) merupakan kunci bagi 
pemecahan problem dan konflik di wilayah pantai yang sangat pelik dan 
kompleks. Keterpaduan di dalam manajemen publik dapat didefinisikan sebagai 
penentuan goals dan objektif secara simultan, melakukan secara bersama-sama 
pengumpulan informasi, perencanaan dan analisis secara kolektif, penggunaan 
secara bersama-sama perangkat/ instrumen pengelolaan. Pada kenyataannya, 
integrasi yang bersifat ideal sebagaimana dikemukakan di atas tidak pernah akan 
dapat terjadi atau dilakukan. Di dalam praktek integritasi ini biasanya merupakan 
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upaya koordinasi antara berbagai enstitusi/lembaga terkait untuk menyelaraskan 
berbagai kepentingan, prioritas dan tindakan. Usaha untuk melakukan koordinasi 
ini dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme, prosedur dan rencana. 
Dengan demikian, rencana wilayah pantai terpadu disamping berfungsi sebagai 
arahan bagi pengembangan, strategi yang dilakukan dan tindakan yang akan 
dilaksanakan, juga berfungsi sebagai instrumen koordinasi. 
Konsepsi pengembangan wilayah dapat dilakukan melalui beberapa 
pendekatan dan selalu terdapat isu-isu yang lebih menonjol tergantung dari 
kondisi wilayah pesisir bersangkutan. Pendekatan-pendekatan ini meliputi : (1) 
pendekatan ekologis; (2) pendekatan fungsional/ ekonomi; (3) pendekatan sosio-
politik; (4) pendekatan behavioral dan kultural. Pendekatan ekologis menekankan 
pada tinjauan ruang wilayah sebagai kesatuan ekosistem.  (La Sara, 2014). 
Pendekatan ini sangat efektif untuk mengkaji dampak suatu pembangunan secara 
ekologis, akan tetapi kecenderungan mengesampingkan dimensi sosial, ekonomis 
dan politis dari ruang wilayah. Pendekatan fungsional ekonomi, menekankan 
pada ruang wilayah sebagai wadah fungsional berbagai kegiatan, dimana faktor 
jarak atau lokasi menjadi penting. Pendekatan sosial politis, menekankan pada 
aspek “penguasaan” wilayah. Pendekatan ini melihat wilayah tidak saja dilihat 
dari berbagai sarana produksi namun juga sebagai sarana untuk 
mengakumulasikan power. Konflik-konflik yang terjadi dilihat sebagai konflik 
yang terjadi antar kelompok. Pendekatan ini juga melihat wilayah sebagai 
teritorial, yakni mengaitkan ruang-ruang bagian wilayah tertentu dengan satuan-
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satuan organisasi tertentu. Pendekatan behavioral dan kultural, menekankan pada 
keterkaitan antara wilayah dengan manusia dan masyarakat yang menghuni atau 
memanfaatkan ruang wilayah tersebut. Pendekatan ini menekankan perlunya 
memahami perilaku manusia dan masyarakat dalam pengembangan wilayah. 
Pendekatan ini melihat aspek-aspek norma, kultur, psikologi masyarakat yang 
berbeda akan menghasilkan konsepsi wilayah yang berbeda. (Hajrah, 2016) 
E. Potensi Sumberdaya Pesisir 
Kawasan pesisir di Indonesia terkenal dengan kekayaan dan 
keanekaragaman jenis sumber daya alamnya baik sumber alam yang dapat 
pulih(renewable) maupun yang tidak dapat pulih (unrenewable). Sumber daya 
alampulau-pulau kecil bila dipadukan dengan sumber daya manusia yang handal 
sertadi dukung dengan iptek yang di tunjang dengan kebijakan pemanfaatan 
danpengelolaan yang tepat bisa menjadi modal yang besar bagi 
pengembanganwilayah pesisir. Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena 
merupakan wilayahperalihan (Interface) antara ekosistem darat dan laut, serta 
memiliki potensisumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya 
.Kekayaan ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi berbagai pihak 
untukmemanfaatkan sumberdayanya dan mendorong berbagai instansi untuk 
meregulasipemanfaatannya. (Hajrah , 2016) 
Sumberdaya pesisir adalah sumberdaya alam, sumberdaya binaan/buatan 
dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalam wilayah pesisir, potensi sumber 
daya pesisir secara umum dibagi atas empat kelompokyakni (1) Sumberdaya yang 
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dapat pulih (renewable resources), (2) Sumberdaya tidak dapat pulih 
(unrenewable resources), (3) Energi lautan dan (4) Jasa-jasalingkungan kelautan 
(environmental services). Sumberdaya yang dapat pulih terdiri dari berbagai jenis 
ikan, udang, rumput laut, padang lamun, mangrove,terumbu karang termasuk 
kegiatan budidaya pantai dan budidaya laut (marine culture). Sumberdaya tidak 
dapat pulih meliputi mineral, bahan tambang/galian,minyak bumi dan gas. 
Sumberdaya energi terdiri dari OTEC (ocean thermal energy convertion), pasang 
surut, gelombang dan sebagainya. Sedangkan yangtermasuk jasa-jasa lingkungan 
kelautan adalah pariwisata dan perhubungan laut. (Hajrah, 2016) 
Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menyatakan 
bahwakewenangan kabupaten kota untuk mengelola sumberdaya wilayah laut 
sepertigadari kewenangan provinsi 12 (dua belas) mil yang meliputi 
kewenanganeksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan sumberdaya alam dan 
tanggungjawab untuk melestarikannya. Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 
tentangPengelolaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil juga menjelaskan secara 
tegastentang pengertian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yakni 
sumberdayahayati, sumberdayanonhayati, sumberdaya buatan, dan jasa-jasa 
lingkungan.Sumberdaya hayati meliputi ikan, terumbuh karang, Padang lamun, 
mangrove dan biota laut lain. Sumberdaya nonhayati meliputi pasir, air laut, 
mineral dasarlaut. Sumberdaya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait 
dengan kelautandan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, 
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permukaan dasarlaut, tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan 
perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir. 
F. Interaksi Spasial 
Pengertian interaksi menurut Edward Ullman dalam diestimasikan 
berdasarkan tiga faktor, yaitu (Danastri, 2011) : 
1. Adanya wilayah yang saling melengkapi, yaitu wilayah yang berbeda 
sumber daya sehingga terjadi aliran yang sangat besar dan 
membangkitkan interaksi spasial yang sangat tinggi. 
2. Kesempatan berinteraksi, yaitu kemungkinan perantara yang dapat 
menghambat terjadinya interaksi. Hal ini terjadi karena adanya daerah 
yang menghambat arus komoditi antar daerah-daerah yang dapat 
berinteraksi. 
3. Kemudahan transfer dalam ruang, yaitu fungsi jarak yang diukur dalam 
biaya dan waktu yang nyata, yang termasuk karakteristik khusus dari 
komoditi yang ditransfer. Arus transfer yang dapat terjadi antara lain 
berupa: 
 Arus ekonomi  : barang, penumpang KA, jalan 
 Arus politik  :  pengeluaran pemerintah 
 Arus informasi :  telegram, telepon. 
 Arus social  :  pelajar, mahasiswa, pedagang 
Interaksi spasial menurut Rondinelli (1978) dalam Danastri (2011) 
terdiri dari : 
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1. Keterkaitan fisik, berbentuk integrasi manusia melalui jaringan 
transportasi baik alami,maupun rekayasa. 
2. Keterkaitan ekonomi, berkaitan erat dengan pemasaran sehingga 
terjadi aliran komoditas berbagai jenis bahan dan barang manufaktur 
serta modal dan keterkaitan produksi ke depan (forward linkages) 
maupun ke belakang (backward linkages) diantara berbagai kegiatan 
ekonomi. 
3. Keterkaitan penduduk, terjadi dari pola migrasi baik permanen maupun 
kontemporer. 
4. Keterkaitan teknologi, terutama peralatan, cara dan metode produksi 
harus integrasi secara spasial dan fungsional. 
5. Keterkaitan sosial yang merupakan dampak dari keterkaitan ekonomi 
terhadap pola hubungan sosial penduduk. 
6. Keterkaitan pelayanan sosial seperti Rumah Sakit, Puskesmas, 
Sekolah, dan sebagainya. 
7. Keterkaitan administrasi, politik dan kelembagaan misalnya pada 
struktur perbatasan adminstrasi maupun sistem anggaran dan biaya 
pembangunan. 
G. Sektor Basis 
Teori basis ekonomi(economic base theory) mendasarkan 
pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan 
oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut (Danastri,2011). 
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Aktifitas basis memiliki peranan penggerak utama (primer mover) 
dalam pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah 
semakin maju pertumbuhan wilayah. Setiap perubahan yang terjadi pada 
sektor basis menimbulkan efek ganda (multiplier effect) dalam perekonomian 
regional. Kegiatan non basis adalah kegiatan yang menyediakan barang dan 
jasa yang dibutuhkan masyarakat yang berada di dalam batas wilayah 
perekonomian yang bersangkutan (Danastri, 2009). 
Syahrijal  (2008) mengatakan bahwa bertambah banyaknya kegiatan 
basis dalam suatu wilayah akan menambah arus pendapatan ke dalam 
wilayah yang bersangkutan, yang selanjutnya menambah permintaan 
terhadap barang atau jasa di dalam wilayah tersebut, sehingga pada akhirnya 
akan timbul kenaikan volume kegiatan non basis dan sebaliknya berkurang 
aktivitas basis akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang mengalir 
ke dalam suatu wilayah, sehingga akan menyebabkan turunnya permintaan 
produk dari aktivitas non basis.Perekonomian suatu daerah merupakan 
penjumlahan dari sektor basis dan sektor nonbasis yang digambarkan dalam 
persamaan sebagai berikut (Danastri 2011) : 
Y = B + S 
Dimana :    Y = Pendapatan Daerah 
     B = Sektor Basis  
               S = Sektor Nonbasis 
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H.  Pusat Pertumbuhan (Growth Pole) 
Ide awal tentang pusat pertumbuhan (growth poles) mula-mula 
dikemukakan oleh Francois Perroux, seorang ekonom bangsa Perancis, pada 
tahun 1955. Menurut pendapatnya, pertumbuhan ataupun pembangunan 
tidak dilakukan diseluruh tata ruang, tetapi terbataas pada beberapa tempat 
atau lokasi tertentu. Tata ruang diidentifikasi sebagai arena atau medan 
kekuatan yang didalamnya terdapat kutub-kutub atau pusat-pusat. (Rahardjo, 
2005). Pemikiran ini muncul sebagai reaksi terhadap pandangan para 
ekonom pada waktu itu. Dengan pendapat bahwa transfer pertumbuhan antar 
wilayah umumnya berjalan lancar, sehingga perkembangan penduduk, 
produksi dan capital tidaklah selalu proporsional antar waktu. Akan tetapi 
kenyataan menunjukkan kondisi dimana transfer pertumbuhan ekonomi 
antar daerah umumnya tidaklah lancar, tetapi cenderung terkonsentrasi pada 
daerah-daerah tertentu yang mempunyai keuntungan-keuntungan lokasi 
(Danastri 2011). 
(Danastri, 2011)memberikan definisi sebagai berikut: 
“ A growth pole was defined as a set of industries capable of generating 
dynamic growth in the economy, and strongly interrelated to each other via 
input-output linkages around a leading industry (Propulsive Industry) 
Dari definisi ini terlihat ada empat karakteristik utama sebuah pusat 
pertumbuhan yaitu: (a) Adanya sekelompok kegiatan ekonomi terkonsentrasi 
pada suatu lokasi tertentu; (b) Konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut 
 mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang dinamis dalam 
perekonomian; (c) Terdapat keterkaitan input dan output yang kuat antara 
sesama kegiatan ekonomi pada pusat tersebut, dan
kegiatan ekonomi tersebut terdapat sebuah industry induk yang mendorong 
pengembangan kegia
Secara umum struktur ekonomi dari pusat pertumbuhan dapat 
digambarkan seperti gambar beriku
Gambar 
Pusat pertumbuhan 
secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan 
adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang 
karena sifat hubungannya memiliki unsur
menstimulasi kehidupan ekonomi (baik ke dalam maupun ke luar). Secara 
geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas 
dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik 
 (d) Dalam kelompok 
tan ekonomi pada pusat tersebut. 
 
1.Struktur Ekonomi Pusat Pertumbuhan 
Sumber: Danastri, Tahun 2011 
(growth pole) dapat diartikan dengan dua cara, yaitu 
-unsur kedinamisan sehingga
(pole of attraction),
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menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di situ dan 
masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada di kota tersebut, 
walaupun kemungkinan tidak ada interaksi antara usaha-usaha tersebut 
(Danastri, 2011). 
Pusat pertumbuhan harus memiliki empat ciri, yaitu (1) Adanya hubungan 
internal dari berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi; (2) Ada 
efek pengganda (multiplier effect); (3) Adanya konsentrasi geografis; (4) 
Bersifat mendorong wilayah belakangnyaSamsuddin dalam Danastri, 2011). 
Beberapa hal yang dapat dicapai melalui konsep pengembangan pusat-
pusat pertumbuhan baru, anatar lain adalah (Danastri, 2011) : 
 Pendapatan daerah secara keseluruhan akan meningkat dan merata seperti 
yang dikatakan Richardson bahwa pendapatan di daerah pertumbuhan akan 
mecapai maksimal apabila pembangunan dipusatkan di pusat-pusat 
pertumbuhan daripada pembangunan itu dipencar-pencar secara terpisah di 
seluruh daerah. 
 Penyediaan prasarana dan perumahan lebih mudah dan murah apabila 
dipusatkan pada titik-titik pertumbuhan daripada terpencar. 
 Yang terpenting adalah titik pertumbuhan baru dapat menampung tenaga 
kerja sehingga persoalan pengangguran di pusat utama maupun daerah 
sekitarnya dapat ditanggulangi. 
 Titik-titik pertumbuhan dapat berfungsi sebagai pembendung arus pendatang 
ke pusat utama karena umumnya pendorong arus migrasi adalah rendahnya 
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tingkat kehidupan. Dengan demikian arus migrasi ke pusat utama dapat 
dibendung di titik ini. 
 Konsentrasi penduduk tidak terjadi pada pusat utama saja sehingga beban 
kota utama dalam penyediaan fasilitas dan lapangan kerja dapat dikurangi. 
Pada umumnya daerah inti melaksanakan fungsi pelayanan terhadap 
daerah-daerah sekitarnya. Sehubungan dengan peranan tersebut friedman 
mengemukakan lima preposisi utama tersebut yaitu sebagai berikut (rahardjo, 
2004): 
1. Daerah inti (pusat pertumbuhan) mengatur keterhubungan dan 
ketergantungan dengan daerah disekitarnya melalui sistem suplai, pasar dan 
daerah administrasi 
2. Daerah inti (pusat pertumbuhan) meneruskan secara sistematis dorongan-
dorongan inovasi ke daerah-daerah di sekitar yang terletak dalam wilayah 
pengaruhnya. 
3. Sampai pada titik tertentu pertumbuhan daerah inti cenderung mempunyai 
pengaruh positif maupun negative 
4. Dalam suatu sistem spasial, hierarki daerah-daerah inti ditetapkan berdasar 
pada kedudukan fungsionalnya masing-masing meliputi karakteristik secara 
terperinci dan prestasinya.  
5. Kemungkinan inovasi akan ditingkatkan ke seluruh daerah sistem spasial 
dengan cara mengembangkan pertukaran informasi. 
Dalam pengembangan daerah melalui pusat-pusat pertumbuhan, kegiatan 
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akan disebar ke beberapa pusat-pusat pertumbuahn sesuai dengan hirarki dan 
fungsinya. Pada skala regional dikenal tiga orde, yaitu (Danastri, 2011): 
1. Pusat pertumbuhan primer (utama) 
Pusat pertumbuhan primer tau pusat utama orde satu ialah pusat utama 
dari keseluruhan daerah, pusat ini dapat merangsang pusat pertumbuhan lain 
yang lebih bawah tingaktannya. Bisanya pusat pertumbuhan orde satu ini 
dihubungkan dengan tempat pemusatan penduduk terbesar, kelengkapan 
fasilitas dan potensi aksesbilitas terbaik, mempunyai daerah belakang terluas 
serta lebih multi fungsi dibandingkan dengan pusat-pusat lainnya. 
2. Pusat pertumbuhan sekunder (kedua) 
Pusat pertumbuhan sekunder ini adalah pusat dari sub daerah, 
seringkali pusat ini diciptakan untuk mengembangkan sub-daerah yang jauh 
dari pusat utamanya. Perambatan perkembangan yang tidak terjangkau oleh 
pusat utamanya dapat dikembangkan oleh pusat pertumbuhan sekunder ini. 
3. Pusat pertumbuhan tersier (ketiga) 
Pusat pertumbuhan tersier ini merupakan titik pertumbuhan bagi 
daerah pengaruhnya. Fungsi pusat tersier ini ialah menumbuhkan dan 
memelihara kedinamisan terhadap daerah pengaruh yang dipengaruhinya. 
I. Ruang dan Perwilayahan 
Ada beberapa macam definisi mengenai wilayah. Dalam Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah adalah merupakan 
kesatuan geografis berserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan 
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sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.  
Wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas 
spesifik tertentu dimana komponen wilayah tersebut satu sama lain saling 
berinterksisecara fungsional (Jahid, 2012) 
Menurut kamus Webster, space atau ruang dapat diartikan dengan 
berbagaicara: 
 The three dimensional continuous expanse extending in all directions 
and containing all matter: variously thought of as boundless or 
intermediately finite, 
 Area or room sufficient for or allotted to something. 
Dengan demikian secara umum ruang dapat diartikan dengan tempat 
berdimensi tiga tanpa konotasi yang tegas atas batas dan lokasinya yang dapat 
menampung atau ditunjukan untuk menampung benda apa saja. 
Ada dua cara pandang yang berbeda tentang wilayah. Yaitu subjektif dan 
objektif. Cara pandang subjektif yaitu wilayah adalah alat untuk 
mengidentifikasikan suatu lokasi yang didasarkan atas kriteria tertentu atau tujuan 
tertentu. Pandangan objektif menyatakan wilayah itu benar-benar ada dan dapat 
dibedakan dari ciri-ciri/gejala alam di setiap wilayah. Wilayah dapat dibedakan 
berdasarkan musim/temperatur yang dimilikinya, atau berdasarkan konfigurasi 
lahan, jenis tumbuh-tumbuhan, kepadatan penduduk, atau gabungan dari ciri-ciri 
di atas (Danastri 2011) 
Unsur-unsur ruang yang terpenting adalah, (1) Jarak; (2) Lokasi; (3) Bentuk 
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dan (4) Ukuran atau skala. Artinya, setiap wilayah harus memiliki keempat unsure 
di atas. Unsur diatas bersama-sama membentuk/menyusun suatu unit ruang yang 
disebut wilayah yang dapat dibedakan dari wilayah lain,( Glasson dalam Danastri 
2011) mengatakan wilayah dapat dibedakan berdasarkan kondisinya atau 
berdasarkan fungsinya. Berdasarkan kondisinya, wilayah dapat dikelompokkan 
atas keseragaman isinya (homogeneity) misalnya wilayah perkebunan, wilayah 
peternakan, wilayah industri, dan lain-lain. Berdasarkan fungsinya, wilayah dapat 
dibedakan misalnya kota dengan wilayah belakangnya, lokasi produksi dan 
wilayah pemasarannya, susunan orde perkotaan, hierarki jalur transportasi, dan 
lain-lain (Danastri 2011). 
Ada tiga jenis wilayah, yaitu homogenous regions, nodal regions, planning 
or programming region. Wilayah dapat pula dibedakan atas konsep absolut dan 
konsep relatif. Konsep absolut didasarkan pada keadaan fisik sedangkan konsep 
relatif selain memperhatikan faktor fisik juga sekaligus memperhatikan fungsi 
sosial ekonomi dari ruang tersebut .Ada beberapa cara untuk menetapkan suatu 
perwilayahan. Perwilayahan apabila dilihat dari atas adalah membagi suatu 
wilayah yang luas. Perwilayahan mengelompokkan beberapa wilayah kecil ke 
dalam satu kesatuan. Suatu perwilayahan dapat diklasifikasikan berdasarkan 
tujuan pembentukan wilayah itu sendiri. Dasar dari perwilayahan dapat dibedakan 
sebagai berikut (Danastri 2011): 
 Berdasarkan wilayah adminstrasi pemerintahan. 
 Berdasarkan kesamaan kondisi (homogeneity), yang paling umum adalah 
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kesamaan fisik. 
 Berdasarkan ruang lingkup pengaruh ekonomi. 
 Berdasarkan wilayah perencanaan/program. 
J. Penetapan Wilayah Pembangunan 
Dalam rangka pendirian dan pengembangan sebuah pusat pertumbuhan 
secara baik dan terarah, diperlukan beberapa langkah dan kegiatan yang saling 
berkaitan satu sama lainnya. Karena itu, pelaksanaannya perlu dilakukan secara 
berurutan mulai dari kegiatan pertama sampai dengan terakhir. 
(Danastri, 2011) menyebutkan langkah pertama yang perlu dilakukan 
adalah menetapkan lokasi pusat petumbuhan dengan memperhatikan berbagai 
keuntungan lokasiyang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini 
pehatian pertama perlu diarahkan pada ketersediaan jaringan jalan yang dapat 
menjangkau seluruh wilayah cangkupan. Langkah kedua adalah meneliti potensi 
ekonomi wilayah terkait berikut komoditi unggulan yang sudah dimiliki dan atau 
potensial untuk dikembangkan. Langkah ketiga meneliti keterkaitan hubungan 
input output dari masing-masing industri dan kegiatan potensial dikembangkan 
pada pusat pertumbuhan bersangkutan. Langkah keempat menetukan jenis sarana 
prasarana yang diperlukan untuk mengembangkan pusat pertumbuhan tersebut. 
Langkah kelima merupakan langkah terakhir adalah membentuk sebuah organisasi 
yang akan mengelola dan mengkoordinasi komplek industri atau pusat 
pertumbuhan tersebut 
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K. Teori Keseimbangan dan Ketidakseimbangan dalam Pembangunan 
 Albert O. Hirscman adalah seorang yang menganjukan teori pertumbuhan 
tidak seimbang (unballanceed growth). Secara geografis, pertumbuhan ekonomi 
pasti tidak seimbang. Selalu dapat dilihat bahwa kemajuan di suatu tempat 
menimbulkan tekanan-tekanan, ketegangan-ketegangan, dorongan kearah 
perkembangan pada tempat originalnya sebelum disebarkan keberbagai tempat 
atau pusat pertumbuhan (growing centre) dan bukan kutub pertumbuhan (growth 
pole) seperti yang digunakan oleh Perroux dan ahli-ahli lainnya. Di suatu negara 
terdapat titik pertumbuhan, dimana industry-industri berkelompok di tempat-
tempat itu karena diperolehnya berbagai manfaat dalam bentuk penghematan-
penghematan dan kemudahan-kemudahan. Kesempata-kesempatan investasi, 
lapangan kerja, dan upah buruh yang relatif tinggi, lebih banyak terdapat di pusat-
pusat pertumbuhan dari pada di daerah-daerah belakang. Antara pusat dan daerah 
belakang terdapat ketergantungan dalam suplai barang dan tenaga kerja. Pengaruh 
polarisasi yang paling hebat adalah migrasi penduduk ke kota-kota besar 
(urbanisasi) akan dapat mengabsorbsiakan tenaga kerja yang terampil dan dilain 
pihak akan mengurangi pengangguran tidak kentara di daerah belakang. Hal ini 
tergantung pada tingkat komplementaris antara dua tempat tersebut.  (Rahardjo, 
2004) 
Jika Komplementaritas kuat akan terjadi proses penyebaran pembanguanan 
ke daerah-daerah belakang (trickling down effect) dan sebaliknya jika 
komlementraritas lemah akan terjadi dampak polarisasi, (polarization effect) 
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(J.Friedman dan Alonso). Jika polarisasi lebih kuat dari dampak penyebaran 
pembangunan maka akan timbul masyarakat yang dualistic, yaitu selain memiliki 
cirri-ciri daerah perkotaan modern juga memiliki cirri-ciri daerah pedesaan 
terbelakang. Walaupun terlihat suatu kecenderungan yang suram, namun 
Hirschman optimis(A.Kuklinski(ed); 1972, 42) dan percaya bahwa pada akhirnya 
pengaruh trickling down akan mengatasi pengaruh polarisasi. Misalnya, jika 
daerah perkotaan berspesialisasi pada industri dan daerah perdesaan 
berspesialisasi pada produksi primer, maka meluasnya permintaan daerah 
perkotaan harus mendorong perkembangan daerah pedesaan, tetapi ada yang 
terjadi mungkin tidak selancar seperti itu. Pada khususnya ada kemungkinan 
besar bahwa elastisitas penawaran jangka pendek di daerah pedesaan adalah 
sedemikian rendahnya sehingga dasar pertukaran akan berubah merugikan daerah 
perkotaan. Dalam jangka panjang penghematan-penghematan eksternal dan 
tersedianya komplementaris di pusat-pusat akan menjamin penyebaran 
pembangunan ke daerah-daerah di sekitarnya(Nursyam, 2013). 
L. Pengembangan Wilayah  Dalam Kajian Islam  
Dalam pandangan Islam, manusia dianggap sebagai pemimpin (khalifah) 
dimana seorang manusia diciptakan  harus mampu memimpin dunia, antara lain 
berarti bahwa manusia diberikan kekuasaan penuh dalam mengelola segala 
potensi alam yang dikaruniakan oleh Allah Swt. Tetapi dilain pihak manusia 
harus mampu menjaga kelestarian lingkungan berdasarkan pengelolaan yang baik 
dan  didasari ajaran-ajaran yang terkandung dalam Alquran dan hadis. Di dalam 
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Alquran Allah Swt., Memerintahakan  kita untuk mengadakan perbaikan/ 
penataan  terhadap bumi dan potensi alam yang dikaruniakan kepada manusia 
untuk dimanfaatkan bagi kehidupan manusia sebagimana yang disebutkan dalam 
ayat berikut: 
M.  
N.  
Terjemahnya: 
 “Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, 
yang membuat kerusakan di mukabumi dan tidak mengadakan perbaikan “  Q.S. 
Surah asy- Syu’ara’ (26 : 151-152 ) “ 
Menurut Tafsir Al-Misbah Ayat diatas menjelaskan bahwa Islam sangat 
melarang menaati perintah orang yang melampaui batas, yang melakukan 
kerusakan di bumi dan  tidak melakukan perbaikan, yang dijelasakan dalam kata 
al-musrifin di ambil dari kata saraf, yakni  pelampauan batas yang ditujukan 
kepada kaum-kaum kafir. Jika dipahami demikian, maka perintah dan nasihat itu 
hanya untuk masyarakat umum, (Shihab, 2012). 
Dengan kata lain pengrusakan tersebut bisa dalam bentuk ekpolitasi ruang 
secara berlebihan dan tidak melakukan penataan ruang secara benar. Islam 
melarang menyianyiakan potensi Yang telah diberikan Allah SWT. Sehingga 
jelaslah bahwa manusia diberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan menata 
segala bentuk-bentuk kenikmatan yang dikaruniakan oleh Allah Swt, seperti 
halnya potensi Tepi Pantai yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai 
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kegiatan. ( Qadhrawi dalam Tahopi, 2014) 
Dalam Ayat Al-Qur’an yang lain dijelaskan bahwa Allah SWT telah 
menciptakan manusia dan  binatang dari bumi atau  tanah sebagai piñata dan 
pemakmur- pemakmurnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam penggalan ayat 
pada Q.S. Hud  ayat 61 sebagai berikut: 
 
 
Terjemahnya: 
“Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu 
pemakmurnya”. Q.S. Hud,(11: 61) 
Menurut Tafsir Al-Misbah Ayat di atas menjelaskan kata 
ansya’akum/Menciptakan kamu mengandung makna mewujudkan mendidik dan 
mengembangkan. Objek kata ini biasanya adalah manusia dan binatang. Sedang 
kata isti’mara terambil dari kata amara’ yang berarti memakmurkan. Kata tersebut 
dipahami sebagai antonim dari kata khrab, yakni kehancuran. Huruf sin dan  ta’ 
yang menyertai kata istimara ada yang memahaminya dengan arti perintah 
sehingga kata tersebut berarti Allah memerintahkan kamu memakmurkan bumi. 
Ibn Katsir memahanya dalam arti menjadikan kamu pemakmur -pemakmurnya 
dan pengelola-pengelolanya (Penata/Perencananya). (Shihab, 2012). 
Dalam hal ini sangat berkaitan dengan proses perencanaan, penataan, 
pengembangan dan pemanfaatan Kawasan Tepi Pantai Mattirotasi yang 
didalamya telah melimpah ruah nikmat yang diberikan Allah sehingga harus 
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diatur dan dimanfaatkan dengan baik untuk kelangsungan hidup dan kemakmuran 
serta kesejahteraan. 
M. Definisi Operasional 
1. Kekuatan interaksi pusat pertumbuhan adalah daya tarik antar Kecamatan di 
Wilayah Pesisir kabupaten Bantaeng 
2. Ketersediaan fasilitas adalah kelengkapan sarana dan prasaran untuk 
menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, dari mulai sarana kesehatan, 
saranan pendidikan, dan pendukung kegiatan ekonomi. 
3. Potensi ekonomi adalah sektor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, 
dan potensi yang dimiliki 
4. Potensi wilayah adalah Potensi Sektoral maupun spasial yang ada pada 
wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng. 
5. Pusat pertumbuhan (Growth Poles), adalah suatu wilayah yang pertumbuhan 
pembangunan wilayahnya sangat pesat jika dibandingkan dengan wilayah 
lainnyasehingga dapat dijadikan pusat pembangunan yang dapat 
mempengaruhi perkembangan wilayah sekitarnya. 
6. Wilayah pesisir di Kabupaten Bantaeng terdiri dari tiga kecamatan yaitu, 
Kecamatan Bissapu, Kecamatan Bantaeng dan Kecamatan Pa’jukukang 
yamana merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang 
dipengaruhi oleh perubahan di darat dan dilaut.  
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N. Kerangka Pikir Penelitian 
RumusanMasalah 
 Kesenjangan pembangunan di wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng 
 Letak strategis wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng  
Bagaimana Kondisi terkini wilayah Pesisir 
Kabupaten Bantaeng ? 
Wilayah pesisir yang berpotensi menjadi pusat 
pertumbuhan di Kabupaten Bantaeng ? 
 Potensi Ekonomi  
 
 Mengetahui potensi 
Wilayah pesisir yang 
terdiri dari Kecamatan 
Bissapu, Kecamatan 
Bantaeng dan Kecamatan 
Pajukukang 
 
 Ketersediaan Fasilitas 
Pelayanan 
 
 Menggambarkan 
keadaan sekarang dan 
menetukan daerah 
pusat pelayanan 
Analisis Deskriptif Kuantitatif, Analisis Skalogram 
Kajian Teori 
 Interaksi Pusat 
Pertumbuhan 
 
 Mengidentifikasi 
kekuatan interaksi 
antar daerah 
Data-Data 
Analisis Pusat-Pusat Pertumbuhan Di wilayah Pesisir Kabupaten Bantaeng 
Tinjauan Kebijakan 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. JenisPenelitian 
Dalam melakukan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah, 
jenispenelitianinibersifatdeskriptifkuantitatifataupenelitianterapan yang di 
dalamnya mencakup survey, denganpendekatankuantitatif, untuk lebih 
jelasnya dapat di lihat pada penjelasan dibawahini: 
1. Deskriptif Kualitatif 
Penelitian kuantitatif yaitu jenis penelitian dengan menggunakan 
data-data kualitatif dengan yang bersubtansi pada proses menganalisa data-
data hasil pengamatan dan diinterpretasikan dengan metode non 
matematis/bukan dalam angka sebagai bahan perbandingan maupun bahan 
rujukan dalam menganalisis secara deskriptif(Agung, 2004). 
2. Deskriptif Kuantitatif 
Penelitiankuantitatifyaitujenispenelitandenganmenggunakan data-data 
subtansiatauangkasebagaibahanperbandinganmaupunbahanrujukandalammen
ganalisissecaradeskriptif dan matematis dengan proses menghasilkan data-
data dari hasil temuan berupa pengamatan survey. 
Rancanganpenelitianmerupakansuatustrategiuntukmencapaitujuanpen
elitian yang telahditetapkandanberperan 
sebagaipedomanataupenuntunpenelitipadaseluruh proses penelitian (Agung, 
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2004).Keduametodetersebut digunakan untuk melaksanakan penelitian 
mengenai Analisis Pusat-Pusat Pertumbuhan di wilayah pesisir Kabupaten 
Bantaeng. 
B. Lokasi Dan WaktuPenelitian 
Penelitianinidilakukanpadawilayahpesisir Kabupaten Bantaeng, 
yaituKecamatan Bisappu,Kecamatan Bantaeng, dan Kecamatan 
Pa’jukukang.Adapunwaktu yang dibutuhkandalampenelitianAnalisis Pusat-
Pusat Pertumbuhan diwilayah Pesisir Kabupaten Bantaeng 
inidilakukanselama5bulan. 
Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 1 Maret sampai tanggal 1 
Agustus2017  Meliputi 3 Tahap, Yaitu Penelitian kepustakaan, penelitian 
lapangan (survey) dan penelitian instansional. 
C. Jenisdansumber data 
Data yang diperoleh kaitannya dengan penelitian ini bersumber dari 
beberapa instansi terkait seperti Dinas Tata Ruang Kabupaten Bantaeng, 
DinasKelautan Dan Perikanan Kabupaten Bantaeng, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng, dan Biro Pusat Stastistik 
Kabupaten Bantaeng, dengan jenis data sebagai berikut : 
1. Jenis Data 
a. Data Kuantitatif, yaitu data yang berbentukangkaatau data 
numerik.Data Kuantitatif merupakan informasi yang diperoleh 
berkaitan dengan satuan-satuan angka yang memberikan keterangan 
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yang berkenaan dengan jumlah.Data yang dikumpulkanmisalnya : data 
jumlahpenduduk, luaswilayah, 
jumlahsaranadanprasaranawilayahpenelitian, demografidan lain 
sebagainya. 
b. Data kualitatif, yaitu data yang 
berbentukbukanangkaataumenjelaskansecaradeskripsitentangkondisilo
kasipenelitiansecaraumum maupun secara rinci.Data kualitatif adalah 
data yang berbentuk dekskripsi, bukan dalam bentuk angka. Data 
kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data 
misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau 
observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkip). 
Bentuk lain data kualitatif adalah gambar diperoleh pemotretan atau 
rekaman video 
2. Sumber data  
a. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan yaitu suatu 
teknikpenyaringan data melalui pengamatan langsung pada objek 
penelitianserta dengan melakukan interaksi langsung dengan lingkup 
pada objek studi. Survey ini dilakukan untuk mengetahui kondisi 
kualitatif objek studi.  
b. Data sekunder dengan observasi pada instansi terkait dengan yaitu 
salah satu teknik penyaringan data melalui instansi terkait guna 
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mengetahui data kuantitatif objek penelitian jenis data yang 
dimaksud meliputi : 
Tabel1.Jenis dan Sumber DataYang diperlukan Dalam Penelitian 
No Jenis Data Interpretasi data Sumber data 
1 Letak Geografis 
dan Administrasi 
Kawasan 
Batas dan luas wilayah 
studi 
DKP 
2 
Kondisi fisik 
wilayah studi 
Topografi, kemiringan 
lereng,  hidrooceanografi, 
tutupan lahan, ekosistem 
pesisir, fasilitas dan 
utilitas 
Dinas Tata Ruang/ Bappeda / 
Dinas Kelautan dan 
Perikanan 
3 
Demografi 
Statistik penduduk, 
aktivitas, sejarah dan 
budaya masyarakat 
BPS,Wawancara 
4 
Potensi wilayah 
Pertumbuhan ekonomi, 
Pekermbangan wilayah 
BPS, Observasi dan 
Pengamatan 
5 
Kebijakan 
RTRW, RTRK Pesisir, 
RPJPD, RPJMD 
Dinas Tata Ruang, Bappeda, 
Dinas Kelautan dan 
Perikanan 
Sumber: Penelitian Tahun 2017 
D. MetodePengumpulan Data 
Untukmendapatkan data yang dibutuhkandalampeneltianini, 
makadilakukandengancara: 
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1. Studi Observasilapanganyaituteknikpengumpulan data melaluipengamatan 
yang langsungpadaobjek yang 
menjadisasaranpenelitianuntukmemahamikondisidanpotensikawasanpesisi
r yang menjadiobjekpenelitian. 
2. Pendataaninstansional, yaitusalahsatuteknikpengumpulan data 
melaluiinsatansiterkaitgunamengetahui data 
kuantitatifdankualitatifobjekpenelitian. 
3. Kepustakaan (library research) adalahcarapengumpulan data 
daninformasimelaluiliteratur yang terkaitdenganstudi yang akandilakukan. 
4. Studidokumentasi, untukmelengkapi data 
makakitamemerlukaninformasidaridokumentasi yang 
adahubungannyadenganobjek yang menjadistudi. 
Caranyayaitudengancaramengambilgambar, lefeat/brosurobjek, 
dandokumentasifoto. 
E. Variabel Penelitian  
Berdasarkan kajian teori yang telah dilakukan, diperoleh beberapa 
variable terpilih yang dapat mendukung proses penelitian. Diantaranya adalah: 
1. Kekuatan Interaksi pusat pertumbuhan : daya tarik antar Kecamatan di 
Wilayah Pesisir Kabupaten Bantaeng 
2. Ketersediaan Fasilitas: kelengkapan sarana dan prasaran untuk menunjang 
kegiatan ekonomi masyarakat, dari mulai sarana kesehatan, saranan 
pendidikan, dan pendukung kegiatan ekonomi. 
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3. Potensi ekonomi : sektor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan 
potensi yang dimiliki di wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng 
4. Potensi Wilayah : Potensi Sektoral maupun spasial yang ada pada wilayah 
pesisir Kabupaten Bantaeng. 
F. MetodeAnalisis Data 
Metode analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk menjawab rumusan masalah pertamayaitu, bagaimana kondisi 
wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng adalah: 
a. Analisis Deskriptif Kuantitatif, adalah analisis yang berupaya 
menggambarkan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan pola 
perkembangan wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng. Data didapatkan 
melalui wawancara secara langsung dan mendalam, proses tersebut 
dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kebutuhan dan keiginan 
masyarakat dan stakeholder yang lain dalam rangka merespon 
pertumbuhan wilayah.Dalam menunjang analisis Deskriptif Kuantitatif 
ini terdapat beberapa bagian analisis deskriptif yang akan memberikan 
penjelasan yang konkrit dalam menganalisis rumusan masalah yaitu: 
 Mengidentifikasi dan mendeskripsikan pola pegunaan dan 
pemanfaatan lahan eksisting, fasilitas-fasilitas pada wilayah penelitian 
45 
 
serta untuk menemukan potensi pengunaan lahan  yang ada di wilayah 
pesisir Kabupaten Bantaeng. 
 Deskripsi pola perkembangan wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng 
dari berbagai aspek spasial maupun sektoral. 
2. Adapun untuk menjawab rumusan masalah kedua mengenai wilayah 
pesisir yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan digunakan alat analisis 
sebagai berikut: 
a. Analisis Skalogram 
Metode skalogram dilakukan untuk mengetahui pusat pelayanan 
berdasarkan jumlah dan jenis unit fasilitas pelayanan yang ada dalam 
setiap daerah. Asumsi yang dipakai adalah bahwa wilayah yang memiliki 
ranking tertinggi adalah lokasi yang dapat ditetapkan menjadi pusat 
pertumbuhan (Nursyam, 2013). Dalam analisis skalogram ini subjek 
diganti dengan pusat permukiman (settlement). Sedangkan objek diganti 
dengan fungsi atau kegiatan. Indikator yang digunakan adalah jumlah 
penduduk, jumlah jenis dan jumlah unit serta kualitas fungsi pelayanan 
yang dimiliki masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Banteng 
(Nursyam, 2013). 
Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam metode skalogram adalah 
(Nursyam, 2013): 
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 Wilayah Kecamatan pada pesisir Kabupaten Bantaeng disusun 
berdasarkan peringkat jumlah penduduk. 
 Daearah-daerah tersebut disusun urutannya berdasarkan jumlah dan 
jenis fasilitas dan sumber dayapesisir yang dimiliki. 
 Fasilitas-fasilitas serta sumberdaya pesisir disusun urutannya 
berdasarkan jumlah wilayah yang memiliki fasilitas tersebut. 
 Isi dengan tanda X yang menandakan keberadaan fungsi fasilitas pada 
satuan permukiman 
 Jenis fasilitas dan sumberdaya pesisir tersebut disusun urutannya 
berdasarkan jumlah fungsi total unit fasilitas. 
Tabel 2. Skalogram fungsi permukiman 
 
 
 
 
 
Tabel 3.Skalogram fungsi permukiman yang telah diolah 
 
 
 
 
 Selanjutnya salin skalogrm sebelumnya yang telah dibuat dan ganti 
tanda X dengan angka 1 dan tanda – dengan angka 0. 
No. Kecamatan 
Fasilitas pelayanan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Kota A X X X X X X - X X X 
2. Kota B X X - X X - X - X X 
3. Kota C X X - X X X X X - - 
No. Kecamatan 
Fasilitas pelayanan 
1 2 4 5 6 8 9 10 7 3 
1. Kota A X X X X X X X X - X 
2. Kota B X X X X - - X X X - 
3. Kota C X X X X X X - - X - 
Sumber :Nursyam AS, tahun 2013 
Sumber :Nursyam As, Tahun 2013 
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 Hitung jumlah total menurut baris dan kolom. 
 Hitung bobot dari setiap fungsi berdasarkan rumus : 
C= t/T 
Keterangan : 
 C  : Bobot Fungsi 
 t    : Nilai sentralitas total, diambil sama dengan 100 
T   : Jumlah total fungsi dalam wilayah yang ditinjau 
 
Tabel 4.Skalogram fungsi permukiman yang telah diolah 
Sumber :  Nursyam AS, tahun 2013 
 Buattabel lain yang serupa dengan sebelumnya. Ganti anka 1 dengan 
bobot fungsiyang telah dihitung. 
 Hitung jumlah total dari bobot fungsi untuk mendapatkan indeks 
sentralisasi terbobot. 
Tabel 5.Skalogram fungsi permukiman yang telah diolah 
Sumber :  Nursyam As, tahun 2013 
No. Kecamatan 
Fasilitas pelayanan Total 
1 2 4 5 6 8 9 10 7 3  
1. Kota A 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 
2. Kota B 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 7 
3. Kota C 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 7 
Jumlah Fungsi 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 23 
Centralitas Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  
Bobot 33,3 33,3 33,3 33,3 50 50 50 50 50 100  
No. Kecamatan 
Fasilitas pelayanan Total 
1 2 4 5 6 8 9 10 7 3  
1. Kota A 33,3 33,3 33,3 33,3 50 50 50 50 0 100 9 
2. Kota B 33,3 33,3 33,3 33,3 0 0 50 50 50 0 7 
3. Kota C 33,3 33,3 33,3 33,3 50 50 0 0 50 0 7 
Centralitas Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  
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Dalam penelitian ini data yang digunakan untuk menganalisis meliputi 
data jumlah sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, komunikasi dan 
data penunjang lainnya. Secara spesifik data fasilitas yang digunakan 
antara lain industri, pasar, langgra/mushola, gereja, mesjid, TK, SD, 
SLTP, SLTA, SMK, perguruan tinggi, puskesma pembantu, puskesmas, 
rumah sakit, pondok bersalin, desa (polindes), pos pelayanan terpadu 
(Posyandu), hotel, bank, kantor pos serta sarana dan prasarana pesisir 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bantaeng 
1. Sejarah Kabupaten Bantaeng 
HUT Kabupaten Bantaeng merupakan momentum sejarah yang 
memiliki makna yang sangat dalam dan mendasar, oleh karena itu maka 
penentuan hari jadi Bantaeng harus dilakukan secara arif dan bijaksana 
serta mempertimbangkan berbagai hal dan dimensi, antara lain dengan 
mempergunakan berbagai pendekatan dan penelitian yang seksama, seperti 
seminar, diskusi-diskusi ilmiah dan observasi terhadap data lontara, 
penelitian situs sejarah dan melalui penelitian dokumen-dokumen yang 
ada. 
Apabila dilihat dari segi yuridis formal, maka hari jadi Bantaeng 
jatuh pada tanggal 4 Juli 1959 disaat diundangkan Undang-Undang Nomor 
29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di 
Sulawesi. Namun, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959, 
bukanlah menunjukkan keberadaaan Bantaeng pertama kali, karena 
Kabupaten Bantaeng sebagai bekas Afdeling pada Zaman Pemerintahan 
Hindia Belanda sudah lama dikenal sebagai pusat pemerintahan formal. 
Bahkan sejak tanggal 11 November 1737 Resident Pertama Pemerintahan 
Hindia Belanda telah memimpin pemerintahan di Bantaeng.Dengan status 
"Buttatoa", maka kita menoleh kepada sejarah jauh sebelumnya, ketika 
kerajaan Bantaeng terbentuk pada abad XII, yang telah ditemukan oleh 
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kerajaan Singosari dan Kerajaan Majapahit ketika memperlebar usaha 
dagang dan kekuasaan kewilayah timur dan dicatat dalam berbagai 
dokumen, antara lain peta wilayah Singosari dan buku Prapanca yang 
berjudul Negara Kertagama. 
Dengan demikian, maka hari jadi Bantaeng, selain bermakna historis 
juga bermakna simbolik yang menggambarkan nilai budaya dan kebesaran 
Bantaeng dimasa lalu dengan adat istiadatnya yang khas. 
Tanggal 7 (Tujuh) menunjukkan simbol Balla Tujua di Onto, dan Tau 
Tujua yang memerintah dimasa lalu, yaitu : Kare Onto, Bissampole, 
Sinowa, Gantarangkeke, Mamampang, Katapang dan Lawi-Lawi. 
Selain itu, sejarah menunjukkan, bahwa pada tanggal 7 Juli 1667 
terjadi perang Makassar, dimana tentara Belanda mendarat lebih dahulu di 
Bantaeng sebelum menyerang Gowa karena letaknya yang strategis 
sebagai bandar pelabuhan dan lumbung pasangan Kerajaan Gowa. 
Serangan Belanda tersebut gagal, karena ternyata dengan semangat 
patriotiseme rakyat Bantaeng sebagai bagian Kerajaan Gowa pada waktu 
itu mengadakan perlawanan besar-besaran. 
Bulan 12 (dua belas),menunjukkan sistim Hadat 12 atau semacam 
DPRD sekarang, yang terdiri dari perwakilan rakyat melalui Unsur 
Jannang (Kepala Kampung) sebagai anggotanya, yang secara demokratis 
mennetapkan kebijaksanaan pemerintahan bersama Karaeng Bantaeng. 
Tahun 1254 dalam atlas sejarah Dr. Muhammad Yamin, telah 
dinyatakan wilayah Bantaeng sudah ada, ketika kerajaan Singosari 
51 
 
dibawah pemerintahan Raja Kertanegaramemperluas wilayahnya ke daerah 
timur Nusantara untuk menjalin hubungan niaga pada tahun 1254-1292. 
Penentuan autentik Peta Singosari ini jelas membuktikan Bantaeng sudah 
ada dan eksis ketika itu. 
Bantaeng sudah ada sejak tahun 500 masehi, sehingga dijuluki Butta 
Toa atau Tanah Tuo (Tanah bersejarah). Selanjutnya laporan peneliti 
Amerika Serikat Wayne A. Bougas menyatakan Bantaeng adalah Kerajaan 
Makassar awal tahun 1200-1600, dibuktikan dengan ditemukannya 
penelitian arkeolog dan para penggali keramik pada bagian penting 
wilayah Bantaeng yakni berasal dari dinasti Sung (960-1279) dan dari 
dinasti Yuan (1279-1368) (Bappeda Kab.Bantaeng, 2014) 
Dengan demikian, maka sesuai kesepakatan yang telah dicapai oleh 
para pakar sejarah,sesepuh dan tokoh masyarakat Bantaeng pada tanggal 2-
4 Juli 1999. berdasarkan Keputusan Mubes KKB nomor 12/Mubes 
KKB/VII/1999 tanggal 4 Juli 1999 tentang penetapan Hari Jadi Bantaeng 
maupun kesepakatan anggota DPRD Tingkat II Bantaeng, telah 
memutuskan bahwa Hari Jadi Bantaeng ditetapkan pada tanggal 7 bulan 12 
tahun 1254, Peraturan Daerah Nomor: 28 tahun 1999.Sejak terbentuknya 
Kabupaten daerah Tingkat II Bantaeng berdasarkasn UU Nomor 29 Tahun 
1959, Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang pertama dilantik pada tanggal 
1 Februari 1960. 
 
 
 2. Letak Geografis
Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu wilayah kabupaten yang 
berada di Provinsi Sulawesi Selatan secara geografis, Kabupaten Bantaeng 
terletak antara 5°21’13’’ 5°35’26’’ Lintang Selatan dan 119°51’42’’ 
120°05’27’’ Bujur Timur.
Secara administrasi Kabupaten Bantaen
dan 3 diantaranya berada diwilayah pesisir dengan batas
sebagai berikut :
 Sebelah Utara 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores 
 Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba.
Gambar 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber :SurveyLapangan, tahun
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 Luas Wilayah Menurut K
No Kecamatan
1 Bisappu 
2 Uluere 
3 Sinoa 
4 Bantaeng 
5 Eremerasa 
6 Tompobulu
7 Pajukukkang
8 Gantarangkeke
Sumber :Kabupaten Bantaeng Dalam Angka
 
Luas Wilayah di 
Sumber : Bps Kabupaten Bantaeng Dalam Angka
 
Jumlah Desa/Kelurahan Tiap Kecamatan di Kabupaten BantaengTahun 2015
No Kecamatan
1 Bisappu 
2 Uluere 
3 Sinoa 
4 Bantaeng 
5 Eremerasa 
6 Tompobulu
7 Pajukukkang
8 Gantarangkeke
Sumber : Kabupaten Bantaeng Dalam Angka
Pa'jukukang
12%
Tabel 6. 
ecamatan di Kabupaten Bantaeng,Tahun2015
 
Luas Wilayah 
(Km2) 
Presentase
32,84 
67,29 17,00
43,00 10,86
28,85 
45,01 11,37
 76,99 19,45
 48,90 12,35
 52,95 13,38
 395,83 
, tahun 2016 
Grafik 1 
Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 
 Tahun 2016 
Tabel 7. 
 Ibukota Kecamatan Jumlah
Bonto Lebang 
Bonto Marannu 
Bonto Maccini 
Pallantikang 
Ulugalung 
 Banyorang 
 Nipa-Nipa 
 Gantarangkeke 
Jumlah  
, tahun 2016 
Bisappu
8% Uluere
17%
Sinoa
11%
Bantaeng
7%
Eremerasa
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Tompobulu
20%
Gantarangke
ke
13%
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Eremerasa
Tompobulu
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B. Gambaran Umum Wilayah Penelitian 
Secara geografis dan administratif wilayah Penelitian yang merupakan 
wilayah pesisir di Kabupaten Bantaeng terdiri dari 3 Kecamatan, diantaranya 
adalah Kecamatan Bissappu, Kecamatan Bantaeng dan Kecamatan 
Pa’jukukang dengan total luas 110.59 Km2 atau27,94 % dari luas keseluruhan 
wilayah Kabupaten Bantaeng.  
1. Letak Geografis dan Administratif 
a. Kecamatan Pa’jukukang 
Secara geografis, Kecamatan Pa’jukukang terletak diantara 
12002’ 19” BT dan 0530’ 01” LS dengan luas wilayah 48,40 km2 
atau 12,35 % dari luas wilayah Kabupaten Bantaeng. 
Kecamatan Pa’jukukang merupakan salah satu kecamatan yang 
wilayahnya adalah wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Bantaeng. 
Kecamatan Pa’jukukang ini terdiri atas 10 (sepuluh) desa/kelurahan 
yang beribukota di Kelurahan Nipa-Nipa dengan batas-batas wilayah 
administrasi sebagai berikut : 
 Sebelah Utara :Berbatasan dengan Kecamatan Gantarang  
Kekedan KabupatenBulukumba. 
 Sebelah Timur :Berbatasan dengan wilayahKabupaten 
Bulukumba. 
 Sebelah Selatan :Berbatasan dengan perairan Laut Flores 
 Sebelah Barat :Berbatasan dengan KecamatanBantaeng 
Kecamatan Pa’jukukang merupakan salah satu kecamatan 
dengan luas wilayah 48,40Km2 (12,35  % dari luas wilayah kabupaten 
Bantaeng) dengan ketinggian daerah/altitude berada < 180meter di 
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atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah terletak pada dataran 
rendah. Kecamatan  Pa’jukukang  memiliki  10 Kelurahan/desa  yaitu 
Rappopoa, Biangloe, Batu Karaeng, Lumpangan, Biangkeke, Nipa-
Nipa, Pa’jukukang , Borong Loe,Papan Loe, Baruga. 
Adapun luas wilayah tiap-tiap Desa di Kecamatan Pa’jukukang 
dapat dilihat pada tabel 8 dan grafik 2 berikut: 
Tabel 8.Luas Wilayah di Kecamatan Pa’jukukang Tahun 2015 
No Kelurahan 
Luas 
Wilayah 
(Km2) 
Presentase 
(%) 
Jarak (Km) 
Dari Ibukota 
Kecamatan 
Dari 
Ibukota 
Kabupaten 
1. Rappopoa 3,25 6,71 4,0 3,0 
2. Biangloe 3,93 8,11 7,0 8,0 
3. Batu Karaeng 3,02 6,23 6,0 7,0 
4. Lumpangan 4,70 9.71 5,0 5,0 
5. Biangkeke 3,11 6.42 2,0 4,0 
6. Nipa-Nipa 6,12 12,64 - 7,0 
7. Pa’jukukang 5,85 12,08 1,0 12,0 
8. Borong Loe 8,40 17,35 3,0 12,0 
9. Papan Loe 7,35 15.18 6,0 15,0 
10. Baruga 3,17 6.54 7,0 12,0 
Jumlah 48,40 100  
 Sumber : Kecamatan Pa’jukukang Dalam  Angka, tahun 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Luas Wilayah di Kecamatan Pa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Kecamatan P
 
b. Kecamatan Bantaeng
Wilayah Kecamatan Bantaeng secara geografis terletak diantara 
119 56’ 58” BT dan 05
atau 7,29 % dari luas wilayah Kabupaten Bantaeng.
Kecamatan Bantaeng ini juga terletak di wilayah pesisir dan 
laut Kabupaten Bantaeng. Wilayah kecamatan ini terdiri atas 9 
(sembilan) desa/kelurahan yang beribukota di Kelurahan Pallantikang 
dengan batas
 Sebelah Utara
 Sebelah Timur
 Sebelah Selatan
 Sebelah Barat
Pa'jukukang
Borongloe
Grafik2 
’jukukang Tahun 2015
a’jukukang  Dalam  Angka, tahun 2015 
 
 32’ 37” LS dengan luas wilayah 
 
-batas wilayah administrasi sebagai berikut : 
 : Berbatasan dengan wilayah Kecamatan
dan Kecamatan Eremerasa. 
 : Berbatasan dengan wilayah Kecamatan 
Eremerasa dan Kecamatan Pa’jukukang.
 :Berbatasan dengan perairan Laut Flores.
 :Berbatasan dengan wilayah Kecamatan 
Bissappu dan Kecamatan Sinoa. 
Rappoa
7%
Biangloe
9% Batu 
Karaeng
7%
Lumpangan
10%
Biangkeke
7%
Nipa-Nipa
13%
13%
18%
Papan Loe
16%
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 28,85 km2 
Uluere  
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Secara rinci desa/kelurahan dan luas wilayahnya yang tercakup 
dalam administrasi wilayah Kecamatan Bantaeng di Kabupaten 
Banteng ini dapat dilihat pada Tabel 9 
Tabel 9. Luas dan Kesampaian Wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan 
Bantaeng - Kabupaten Bantaeng 
No Desa/Kelurahan 
Luas 
Wilayah 
(Km2) 
Jarak (Km) 
Dari Ibukota 
Kecamatan 
Dari Ibukota 
Kabupaten 
     
1 Tappanjeng 0,82 0,5 1,0 
2 Pallantikang 0,93 0,3 0,7 
3 Letta 0,79 0,6 2,0 
4 Mallillingi 0,84 0,8 3,0 
5 Lembang 2,97 0,9 4,0 
6 Lamalaka 2,00 2,0 6,0 
7 Karatuang 7,07 7,0 7,0 
8 Onto 4,69 10,0 10,0 
9 Kayuloe 8,74 15,0 15,0 
 Jumlah 28,85   
Sumber : Kecamatan  Bantaeng Dalam Angka, tahun 2016. 
 
Wilayah desa/kelurahan yang langsung berbatasan dan 
berinteraksi dengan wilayah pesisir pantai meliputi 5 (lima) 
desa/kelurahan, yaitu; Tappanjeng, Pallantikang, Letta, Lembang, dan 
Lamalaka. 
c. Kecamatan Bissappu 
Secara geografis, wilayah Kecamatan Bisappu - Kabupaten 
Bantaeng terletak diantara 119 54’ 47” BT dan 05 32’ 54” LS 
dengan luas wilayah yang mencapai 32,84 km2 atau 8,30 % dari total 
luas wilayah Kabupaten Bantaeng. 
Kecamatan Bissappu ini juga wilayahnya merupakan wilayah 
pesisir dan laut dari Kabupaten Bantaeng. Kecamatan Bissappu ini 
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terdiri atas 11 (sebelas) desa/kelurahan yang beribukota di Kelurahan 
Bonto Lebang, dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai 
berikut : 
 Sebelah Utara :Berbatasan dengan wilayah Kecamatan  
Sinoa. 
 Sebelah Timur :Berbatasan dengan wilayah Kecamatan  
Bantaeng. 
 Sebelah Selatan :Berbatasan dengan perairan Laut Flores. 
 Sebelah Barat : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten  
Jeneponto. 
Lebih jelasnya rincian desa/kelurahan dan luas wilayahnya yang 
tercakup dalam administrasi wilayah Kecamatan Bissappu - 
Kabupaten Banteng ini dapat dilihat pada Tabel 10 
Adapun desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan 
wilayah pesisir pantai mencakup; 3 (tiga) desa/kelurahan yaitu; Bonto 
Jai, Bonto Lebang, dan Bonto Sunggu. 
 Tabel 10.Luas Wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Bissappu  
Kabupaten Bantaeng 
No Desa/Kelurahan 
Luas 
Wilayah 
(Km2) 
Jarak (Km) 
Dari Ibukota 
Kecamatan 
Dari Ibukota 
Kabupaten 
1 Bonto Jai 3,63 1,0 6,0 
2 Bonto Manai 3,73 - 4,0 
3 Bonto Lebang 1,01 - 4,0 
4 Bonto Sunggu 2,74 2,0 2,0 
5 Bonto Rita 1,64 5,0 4,0 
6 Bonto Atu 1,71 4,0 5,0 
7 Bonto Salluang 3,61 2,0 4,0 
8 Bonto Langkasa 3,59 2,0 7,0 
9 Bonto Cinde 3,69 4,0 9,0 
10 Bonto Loe 3,74 6,0 11,0 
11 Bonto Jaya 3,75 10,0 15,0 
 Jumlah 32,84   
Sumber : Kec. Bissappu Dalam Angka,Tahun2016 
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2. Kondisi Fisik Dasar Wilayah Pesisir 
a. Kondisi Iklim 
Kondisi iklim di Kabupaten Bantaeng hampir sama dengan 
wilayah Indonesia pada umumnya, dimana terjadi musim kemarau dan 
musim penghujan. Musim hujan terjadi antara bulan November dan 
Maret karena pada bulan tersebut angin Barat  yang bertiup dari benua 
Asia dan Samudera Pasifik yang membawa kandungan uap air. 
Namun demikian, berdasarkan data statistik pada tahun 2015 curah 
hujan yang turun pada bulan Mei justru merupakan curah hujan 
tertinggi yang terjadi selama tahun 2015 sebesar 86,33 mm. 
Sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan Mei dan Oktober 
karena antara bulan tersebut angin Timur yang bertiup dari daratan 
Australia membawa kandungan uap air yang sifatnya kering.  Pada 
bulan April arah angin tidak menentu, demikian pula dengan curah 
hujan sehingga pada bulan ini dikenal sebagai musim pancaroba. 
Curah hujan di wilayah ini umumnya tidak merata dan 
menyebabkan adanya wilayah basah dan wilayah kering. Curah hujan 
tertinggi selama tahun 2015 terjadi pada bulan Mei sebesar 86,33 mm 
dan terendah terjadi pada bulan Juni sebesar 2,67 mm.   Sedangkan 
jumlah hari hujan tertinggi selama tahun 2015 terjadi pada bulan 
Januari sebesar 7,33 hari hujan dan jumlah hari terendah terjadi pada 
bulan Juni sebesar 1 hari hujan. Sehingga curah hujan tahunan di 
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Kabupaten Bantaeng sebesar 531,67 mm/tahun, dengan hari hujan 
berkisar antara 44.33 hari/bulan. 
Suhu udara di wilayah ini berkisar antara 24,75C – 28,80C. 
Rata-rata suhu udara bulanan tertinggi terjadi pada bulan November 
sebesar 27,27C sedangkan yang terendah terjadi pada bulan Juli 
sebesar 25,25C . Kelembaban udara wilayah ini berkisar antara 70-
80,45%. Rata-rata kelembaban udara tertinggi terjadi pada Juni 
sebesar 80,22% sedangkan terendah terjadi pada bulan Oktober 
sebesar 70,12%. 
Untuk kecepatan angin yang bertiup di wilayah Kabupaten 
Bantaeng ini pada tahun 2015 berkisar antara 0,3 – 2,1 knot dengan 
rata-rata tahunan 1,2 knot (BPS Kabupaten Bantaeng, 2016). 
b. Topografi dan Bathimetri 
Jika Dilihat topografi ketiga kecamatan ini merupakan relief 
rendah (dataran pantai) yang memanjang Timur-Barat dan berhadapan 
dengan Paparan Pantai Laut Flores. Mulai dari tepi Laut Flores sampai 
ke pegunungan sekitar Gunung Lompobattang mempunyai wilayah 
dengan ketinggian tempat dari permukaan laut 0-22 meter sampai 
dengan ketinggian lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut. 
Wilayah Kabupaten Bantaeng dengan ketinggian antara 100 - 500 
meter dari permukaan laut merupakan wilayah yang terluas atau 29,6 
% dari luas wilayah seluruhnya, dan terkecil adalah wilayah dengan 
ketinggian dari permukaan laut 0 - 25 meter atau hanya 10,3 % dari 
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luas wilayah. Untuk wilayah Kabupaten Bantaeng dengan lereng 2-15 
persen seluas 16.877 hektar atau 42,64 persen, sedangkan wilayah 
dengan lereng 0-2 persen hanya seluas 5.932 hektar atau 14,99 persen 
dari luas wilayah. Daerah yang berlereng lebih dari 40 persen tidak 
diusahakan seluas 8.588 hektar atau 21,69 persen dari luas wilayah. 
Berdasarkan kondisi tersebut, maka topografi dengan 
elevasi/ketinggian 0 – 1000 m diatas paras laut, maka dapat 
dideskripsikan bahwa wilayah ini berbentang alam datar – landai – 
dan sedikit bergelombang, tetapi di bagian hulu ketiga kecamatan ini 
menunjukkan topografi yang agak berbukit ditandai oleh tingkat 
percabangan sungai menjadi semakin intensif. 
Sementara Bathimetri memberikan gambaran tentang topografi 
dari dasar laut yang ditentukan oleh perubahan kedalaman lautnya. 
Bathimetri dihitung dari kondisi topografi dengan elevasi/ketinggian 0 
meter di wilayah pesisir daratan (garis pantai).  
Pada wilayah pesisir perairan Kabupaten Bantaeng yang 
meliputi Kecamatan Bissappu, Kecamatan Bantaeng dan Kecamatan 
Pa’jukukang, kondisi bathimetrinya menunjukkan kedalaman antara 0 
– 45 meter sampai pada batas wilayah perairan 4 mil laut yang 
menjadi kewenangan Kabupaten Bantaeng. Pada kedalaman di atas 45 
meter sudah berada pada wilayah perairan 12 mil laut yang menjadi 
kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan. 
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Pengetahuan tentang bathimetri sangat diperlukan untuk 
mengelola ekosistem perairan pantai dan laut karena proses fisik, 
kimiawi dan biologis yang terjadi di dalamnya dipengaruhi oleh 
kedalaman perairan. 
c. Kondisi Tanah 
Jenis tanah ketiga kecamatan (Bissappu, Bantaeng, 
Pa’jukukang) yang menjadi wilayah penelitian ini pada umumnya 
sama dengan jenis tanah yang ada pada beberapa kecamatan lainnya 
yang ada di wilayah Kabupaten Bantaeng, yang meliputi; jenis tanah 
alluvial, gromosol, latosol, regosol andosol dan mediteran (RTR 
Kawasan Pesisir Kabupaten Bantaeng, 2009). Tanah mediteran coklat 
seluas 41,45 %, tanah mediteran kemerahan, seluas 26,01 %, tanah 
andasol coklat seluas 11,43 %, tanah regosol coklat kelabu seluas 9,21 
%, dan tanah latasol coklat kekuningan seluas 11,90 %. 
Berdasarkan kondisi batuan penyusunnya, maka kondisi tanah 
di Kabupaten Bantaeng dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) tipe 
tanah, yaitu : 
 Tanah pada Sistem Alluvial, yang terbentuk dari bahan endapan 
sungai dan hasil alluvial/koluvial di kali perbukitan/pegunungan 
yang landai. Material tanah ini tersebar pada ketinggian antara 0 – 
100 meter diatas permukaan laut. Disepanjang jalur aliran sungai 
yang mengalir ke Selatan dari Kabupaten Bantaeng. 
65 
 
 Tanah pada Sistem Marin adalah tanah yang terbentuk dari bahan 
endapan laut yang bersusunan butiran halus – kasar, yang mengisi 
dataran rendah memanjang pada garis pantai antara ketinggian 0 – 
20 meter diatas permukaan laut. Wilayahnya menempati daratan 
pasang-surut, beting-beting pantai, dan cekungan antar pantai. 
 Tanah pada Sistem Teras Marin, terdapat pada sepanjang garis 
pantai mulai dari perbatasan dengan Kabupaten Jeneponto sampai 
dengan Kabupaten Bulukumba (Barat – Timur). Kondisi wilayah 
persebaran tanah ini membentuk wilayah berombak sampai 
bergelombang dengan variasi kelerengan 3 – 5%. Adapun sistem 
tanahnya disusun oleh tuf dan batuan sedimen. 
 Tanah pada Sistem Vulkan, yang secara umum dapat dibedakan 
berdasarkan bahan induknya yaitu material vulkanik (gunung api), 
yang terletak pada ketinggian 25 – 300 meter diatas permukaan 
laut. Pada lereng tengah dan atas telah mengalami pengikisan 
lanjut, berlereng curam/terjal dengan kemiringan lebih dari 30%, 
sedangkan lereng bawahnya mempunyai kemiringan kurang dari 
15%. 
d. Kondisi Oceanografi 
 Kondisi gelombang di perairan Kabupaten Bantaeng sangat 
dipengaruhi oleh keadaan musim. Pada musim Timur dimana 
kecepatan angin bertiup berada pada kisaran 173,4 m/mnt sampai 
117,6 m/mnt dapat membangkitkan gelombang laut dengan tinggi 
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mencapai 0,5-1,2 meter. Sedangkan pada musim Barat yang 
memiliki kisaran kecepatan tiupan angin antara 133,2-45 m/dtk 
mampu membangkitkan gelombang yang mencapai ketinggian 0,4 
– 1,4 meter (DKP Kabupaten Bantaeng 2015). 
 Kondisi Arus dari hasil pengukuran pada tahun 2009 oleh Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantaeng untuk pergerakan 
dan kecepatan arus laut, perairan Kabupaten Bantaeng memiliki 
pola pergerakan arus tolak pantai dan susur pantai dengan kisaran 
kecepatan rata-rata antara 0.0434 m/dtk hingga 0.1852 m/dtk. 
Hasil pengukuran arus pada bulan Oktober 2010 menunjukkan 
bahwa arus laut bergerak dengan kecepatan antara 0,013 -0,077 
m/detik (DKP Kabupaten Bantaeng 2015). 
 Kondisi Pasang Surut,Wilayah perairan laut kabupaten Bantaeng 
memiliki karakteristik pasang surut yang sangat dinamis. Hal ini 
dilihat dari fluktuasi  pasang surut yang  sangat dinamis serta 
kondisi ombak dan arus laut yang berubah-ubah mengikuti 
pergantian musim.  Fluktuasi pasang surut air laut berada pada 
kisaran +0,92 meter saat pasang dan -0,92 meter pada saat surut. 
e. Potensi Bencana dan Tsunami 
Wilayah Pesisir Kabupaten Bantaeng berada di kaki Pegunungan 
Lompobattang di sebelah Utaranya dan berhadapan dengan Laut 
Flores di sebelah Selatan, dimana diketahui bahwa Laut Flores berada 
dalam Zona Gempa akibat jalur tunjaman (subduction zone) dari kerak 
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samudera yang ada di sebelah Selatan Bali – Nusa Tenggara Barat 
(NTB) – Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Lempeng INDO – 
AUSTRALIA. Dengan berbagai kondisi keadaan alam geologis 
tersebut, maka wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng dapat menerima 
bencana sebagai berikut : 
 Bencana yang dapat terjadi di wilayah darat, dapat berupa : 
a) Material letusan Gunung Api yang ada di Utara, mengingat 
bahwa berdasarkan sejarah kegunungapian di Indonesia 
mengalami proses perubahan, dimana Gunung Api yang telah 
400 tahun tidak menunjukkan gejala aktivitas seperti Gunung 
Sinabung di Sumatera Utara saat ini sedang meletus, begitu 
pula gunung-gunung api yang ada di Sulawesi Selatan ini, 
dimana debu dan laharnya dapat mengenai wilayah Kawasan 
Minapolitan ini. 
b) Tingkat kelandaian daerah pantai dan bantaran sungai di 
Kawasan Minapolitan, serta tingkat kerapatan sungai, maka 
wilayah ini dapat terancam bahaya banjir jikalau terjadi 
kerusakan kawasan konservasi di hulu dan hilangnya areal 
peresapan pada wilayah DAS. 
c) Terjadinya intrusi air laut akibat hilangnya mangrove pada 
sepanjang pantai Kabupaten Bantaeng, serta pengambilan air 
tanah yang melebihi kapasitas daya dukung sumberdaya air 
bawah permukaan. 
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 Bahaya yang dapat terjadi di wilayah perairan laut, pesisir dan 
pulau-pulau kecil berupa gempa tektonik yang terjadi di Zona 
Gempa Flores dan sekitarnya, mengakibatkan : 
a) Gerakan tanah dan longsoran serta amblesan di wilayah 
pesisir dan daratan yang dapat menghancurkan bangunan di 
wilayah pesisir Kawasan Minapolitan. 
b) Jika diikuti oleh proses pematahan dan dislokasi lantai dasar 
samudera/lautan akan mendorong terjadinya tsunami di 
wilayah perairan Kabupaten Bantaeng dan sekitarnya, serta 
akan meluluhlantakkan bangunan dan permukiman penduduk 
di wilayah pesisir. 
c) Terjadinya pemupukan di darat dan penumpukan rumput laut 
di perairan mengakibatkan terjadinya eutrofikasi yang 
mendorong terjadinya red tide dari booming planctonic, yang 
dimakan ikan mati dan dimakan manusia keracunan serta 
mematikan. 
3. Kependudukan 
a. Jumlah Penduduk 
Laju pertumbuhan penduduk di wilayah pesisir Kabupaten 
Bantaengmengalami peningkatan tiap tahunnya tercatat dari tahun 
2013 jumlah penduduknya sebanyak 99.168jiwa dan hingga pada tahun 
2016 telah tercatat sebanyak 101.607 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada Tabel 11 berikut : 
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Tabel 11. Perkembangan Penduduk Tahun 2013 – 2016 
No Kecamatan 
Jumlah Penduduk (jiwa) 
2013 2014 2015 2016 
1. Bissappu 31.744 31998 32254 32512 
2. Bantaeng 37.644 37985 38289 38595 
3. Pa’jukukang 29.780 30081 30258 30500 
Jumlah 99.168 100.064 100.801 101.607 
Sumber : BPS Kabupaten BantaengDalam Angka, Tahun 2016 
 
b. Kepadatan Penduduk 
Kepadatan Penduduk di wilayah pesisir kabupaten bantaeng 
yang tertinggi berada di Kecamatan Bantaeng dengan jumlah 
kepadatan penduduk sebesar 1337 jiwa/Km2 yang juga merupakan 
ibukota Kabupaten Bantaeng. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
Tabelberikut: 
Tabel 12.Kepadatan Penduduk Wilayah Pesisir Kabupaten Bantaeng 2016 
No Kecamatan 
Luas 
(Km2) 
Jumlah Penduduk 
(Jiwa) 
Kepadatan 
Penduduk 
1. Bissappu 32,84 32512 990 
2. Bantaeng 28,85 38595 1337 
3. Pa’jukukang 49,90 30500 611 
Jumlah 111,59 101.607 910 
Sumber : BPS Kabupaten BantaengDalam Angka, Tahun 2016 
 
C. Pola Pengunaan Lahan  
Pola penggunaan lahan di wilayah pesisir dan laut Kabupaten Bantaeng 
dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam pola penggunaan lahan, yaitu; (1) 
penggunaan lahan wilayah pesisir daratan, dan (2) penggunaan lahan wilayah 
pesisir perairan. 
 
 
 1. Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Daratan
Pemanfaatan wilayah pesisir khususnya pada ruang wilayah pesisir 
daratan di Kecamatan Bissappu, Bantaeng dan Pa’jukukan
Bantaeng ini, penggunaan lahan sebagai berikut :
a. Hutan (160,35 ha);
b. Mangrove atau hutan bakau (32,628 ha);
c. Kawasan Industri (14,943 ha);
d. Kebun / Perkebunan (77,82 ha);
e. Permukiman (554,123 ha);
f. Sawah (3.244,226 ha);
g. Semak belukar/alang
h. Tambak (53,904 ha); dan
i. Tegalan (7.536,194 ha).
Secara keseluruhan kondisi eksisting penggunaan ruang wilayah pesisir 
Kabupaten Bantaeng dapat dilihat pada 
Pemanfaatan Lahan Wilayah Pesisir Daratan
 
 
 
 
 
 
Sumber :Survey Lapangan, T
 
 
 
 
 
 
 
 
g di Kabupaten 
 
 
 
 
 
 
 
-alang (123,99 ha); 
 
 
peta berikut: 
Gambar 3 
 Kabupaten Bantaeng
ahun 2017 
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Sumber :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Survey Lapangan, Tahun 2017 
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Peta Pengunaan Lahan Daratan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Perairan
Berdasarkan hasil Interpretasi
terhadap kondisi lapangan
menunjukkan bahwa pola penggunaan lahan di wilayah pesisir perairan, 
meliputi; (1) Kegiatan budidaya rumput laut, (2) Kegiatan penangkapan 
ikan, (3).Aktivitas pelabuhan umum dan pelabuhan perikanan, serta (4) 
Kegiatan pariwisata pantai.
a. Budidaya Rumput Laut
Hasil pencermatan terhadap kondisi dilapangan menunjukkan 
bahwa aktivitas kegiatan budidaya rumput laut mendominasi 
penggunaan lahan pesisir perai
pesisir Kecamatan Bissappu, Kecamatan Bantaeng dan Kecamatan 
Pa’jukukang dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya rumput laut 
tersebut.  
Proses Budida
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber :Survey Lapangan
 
 
 melalui citra satelit dan pencermatan 
 tahun 2017dan didukung data yang telah ada 
 
 
ran, dimana hampir sepanjang wilayah 
Gambar 4 
ya Rumput Laut di Kabupaten Ban
, Tahun 2017 
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taeng 
 Pada kearah laut pemanfaatan perairan untuk kegiatan budidaya 
rumput laut ini mencapai pada tingkat kedalaman ± 35 m, sehingga 
pada batas akhir pemanfaatan budidaya rumput laut tersebut terlihat 
overlapping dengan kegiatan penangkapan
perahu-perahu nelayan yang melakukan penangkapan ikan tersebut 
menabrak tali
b. Penangkapan Ikan
Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan di 
wilayah pesisir dan laut 
nelayan yang ada di wilayah Kecamatan Bissappu, Kecamatan 
Bantaeng dan Kecamatan Pa’jukukang, sebagian besar masih 
menggunakan peralatan tangkap yang terbatas dan masih bersifat 
tradisional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber :Survey Lapangan
 ikan di laut dan terkadang 
-tali yang digunakan untuk kegiatan budidaya rumput.
 
Kabupaten Bantaeng khususnya masyarakat 
 
Gambar 5 
Aktivitas Penangkapan Ikan 
, Tahun2017 
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 Melihat kondisi pemanfaatan ruang pesisir pada ketiga 
kecamatan (Bissappu, Bantaeng dan Pa’jukukang) telah banyak 
dikembangkan budidaya rumput laut sebagaimana yang diuraikan 
diatas, maka are
menyempit dan bahkan terlihat tumpang tindih penggunaan ruang laut 
untuk kegiatan penangkapan ikan dengan kegiatan budidaya rumput 
laut. 
c. Aktivitas Pelabuhan
Aktivitas kegiatan lain yang terjadi di 
berupa kegiatan pelabuhan umum dan pelabuhan perikanan. Aktivitas 
kegiatan pelabuhan umum terjadi di wilayah perairan laut Kecamatan 
Bissappu tepatnya berada di Desa Bonto Jai. Pelabuhan ini merupakan 
pelabuhan utama dari Kabupaten
regional menghubungkan wilayah Kabupaten Bantaeng dengan 
wilayah kabupaten lain dalam lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber :Survey Lapangan, Tahun 2017
 
al untuk kegiatan penangkapan ikan ini sudah semakin 
 
wilayah pesisir dan laut 
 Bantaeng yang masih bersifat 
Gambar 6 
Aktivitas Pelabuhan di Kabupaten Bantaeng
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Menurut RTRW Provinsi Sulawesi Selatan (Perda Prov. Sulsel 
No. 9 Tahun 2009), kondisi Pelabuhan Umum Bantaeng akan 
dikembangkan dengan panjang dermaga sekitar 50 m, panjang 
causeway 410 m, dan kedalaman -5 m Lws. 
Sedangkan untuk aktivitas pelabuhan perikanan terjadi di 
wilayah pesisir dan laut Kecamatan Pa’jukukang tepatnya berada di 
Birea yang menjadi lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) saat ini. 
d. Kegiatan Pariwisata 
Pemanfaatan ruang wilayah pesisir perairan Kabupaten Bantaeng 
juga dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata. Keberadaan wilayah 
pesisir Kabupaten Bantaeng merupakan suatu wilayah yang memiliki 
nilai estetik dan cukup berpotensi bagi pengembangan wisata pantai. 
Panorama pantai serta laut lepas adalah salah satu dari banyak potensi 
wisata dari wilayah ini yang patut mendapat perhatian. Berdasarkan 
keindahan panorama dan kekayaan serta keanekaragaman biotanya 
maka beberapa wilayah yang telah teridentifikasi sebagai kawasan 
Wisata Pantai di Kabupaten Bantaeng antara lain : 
 Wisata pantai Korong Batu di Desa Baruga Kecamatan 
Pa’jukukang 
 Pantai Seruni di Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng dan  
 Pantai Lamalaka yang terletak di Kelurahan Lamalaka Kecamatan 
Bantaeng. 
 Selain itu, di wilayah pesisir daratan terdapat cagar budaya 
daerah, yaitu Cagar Bu
Kecamatan Bantaeng.
 
 
 
 
 
 
Sumber :Survey Lapangan
 
e. Alur Pelayaran
Berdasarkan hasil pencermatan lapangan dan kondisi pelabuhan 
yang ada di wilayah pesisir dan laut 
an ruang pesisir dan laut untuk alur laut bagi pelayaran kapal angkutan 
barang/ penumpang dan kapal
2 (dua) jenis alur laut, yaitu :
 Alur pelayaran antar kabupaten, yaitu alur pelayaran ya
digunakan oleh kapal
menghubungkan wilayah Kabupaten Bantaeng dengan wilayah 
kabupaten lainnya yang ada disekitarnya.
daya Balla Lampoa yang berada di wilayah 
 
Gambar 7 
Aktivitas Pariwisata  
 
 
 
, Tahun2017 
 
Kabupaten Bantaeng, pemanfaat 
-kapal nelayan dapat dibedakan menjadi 
 
-kapal umum angkutan barang/penumpang 
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 Alur pelayaran lokal (antar kecamatan), yaitu alur pelayaran yang 
digunakan oleh kapal-kapal nelayan untuk melakukan aktivitas 
penangkapan ikan maupun berinteraksi dengan pelabuhan 
perikanan lainnya yang ada di Kabupaten Bantaeng. 
Kondisi alur pelayaran regional yang melintasi wilayah pesisir 
perairan Kabupaten Bantaeng hanya digunakan oleh kapal-kapal 
angkutan barang maupun penumpang dari kabupaten-kabupaten yang 
ada disekitarnya seperti dari dan menuju Kabupaten Jeneponto, dari 
dan menuju Kabupaten Bulukumba bahkan dari dan menuju 
Kabupaten Kepulauan Selayar dengan intensitas yang rendah. Oleh 
karena itu, di dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan alur pelayaran 
yang melintasi wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng ini tidak 
ditetapkan sebagai alur pelayaran provinsi. Pada wilayah lokal, 
pemanfaatan alur pelayaran lebih banyak digunakan oleh kapal-kapal 
nelayan yang menuju pesisir perairan sejauh 4 mil untuk melakukan 
aktivitas menangkap ikan maupun sebagai alat transportasi dari dan 
menuju kota-kota kecamatan (Bissappu, Bantaeng dan Pa’jukukang) 
yang ada di wilayah pesisir perairan Kabupaten Bantaeng. 
Mengingat hampir seluruh wilayah pesisir dan laut di Kabupaten 
Bantaeng (Bissappu, Bantaeng, dan Pa’jukukang) telah dimanfaatkan 
sebagai budidaya rumput laut menyebabkan alur laut (khususnya alur 
pelayaran lokal) di wilayah pesisir perairan Kabupaten Bantaeng 
terlihat sudah semakin sempit. Oleh karena itu, sangat diperlukan 
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penataan pemanfaatan dan pengelolaan ruang wilayah pesisir perairan 
di Kabupaten Bantaeng, sehingga hal ini tidak menimbulkan konflik 
pemanfaatan. 
Secara keseluruhan kondisi eksisting pemanfaatan ruang wilayah 
pesisir perairan di Kabupaten Bantaeng dapat dilihat pada Peta. 
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Peta Pengunaan Lahan Perairan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D. Kondisi Infrastruktur
1. Fasilitas Sosial
a. Perkantoran 
Pemeritahan merupakan 
dengan adanya kegiatan pemerintahan berarti mengindikasikan bahwa 
pembangunan pada suatu wilayah itu berjalan, begitu juga dengan 3 
kecamatan di pesisir Kabupaten Bantaeng yang merupakan pusat 
bertumpunya kegiatan pemerin
rincinya dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 13.Banyaknya Kanto
Sumber : BPS Kabupaten BantaengDalam Angka
Fasilitas Perkantoran Di Kabupaten 
 
 
 
 
 
 
 
    
Sumber :Survey Lapangan, Tahun
 Wilayah 
 Ekonomi 
/Pemerintahan 
salah roda penggerak suatu wilayah 
tahan maupun swasta, untuk lebih 
. 
r Pemerintahan dan Swasta di wilayah pesisir 
Kabupaten Bantaeng tahun 2015 
No Kecamatan Kantor 
Pemerintahan 
1 Bissappu 5 
2 Bantaeng 20 
3 Pa’jukukkang 7 
Jumlah 33 
, Tahun 2016
Gambar 8 
Bantaeng 
 
2017 
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 b. Pendidikan
Pembangunan bidang pendidikan adalah bertujuan untuk 
mencerdaskan kehidupab 
Manusia (SDM) suatu negara akan menentukan karakter dari 
pembangunan ekonomi dan sosial, karena manusia adalah pelaku aktif 
dari seluru kegiatan tersebut.
 
 
 
 
 
 
 
Sumber :Survey Lapangan T
 
Tabel 14.Fasilitas Pendidikan di wilayah Pesisir Kabupaten Bantaeng 
No 
1 Bissappu
2 Bantaeng
3 Pa’jukukkang
Sumber : BPS Kabupaten BantaengDalam Angka
 
c. Kesehatan 
Pada tahun 2015 di wilayah 
1 unit rumah sakit yang berada di Kecamatan Bantaengsebagai ibukota 
Kabupaten,7 unit 
 
bangsa. Pembangunan Sumber Daya 
 
Gambar 9 
Fasilitas Pendidikan Di Kabupaten Bantaeng
ahun 2017 
tahun 2015 
Kecamatan SD/MI SMP/MTS SMA/MA
 23 10 6 
 27 10 6 
 22 8 4 
Jumlah 72 28 16 
, Tahun 2016 
pesisir Kabupaten Bantaeng terdapat 
puskesmas, dan beberapa fasilitas kesehatan lain 
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 yang tersebar 
Kabupaten Bantaeng
melayani masyarakat dengan baik.
Gambar 1
Fasilitas Rumah Sakit Di Kabupaten 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber :Survey Lapangan Tahun
 
Tabel 15. Fasilitas Kesehatan di wilayah Pesisir Kabupaten Bantaeng 
No Kecamatan
1 Bissappu 
2 Bantaeng
3 Pa’jukukkang
Jumlah
Sumber : BPS Kabupaten BantaengDalam Angka
d. Peribadatan
Sarana Peribatan merupakan salah satu yang terpenting dalam 
mengukur suatu pusat petumbuhan, karena fasilitas ini merupakan 
kebutuhna primer masyarakat dalam melakukan hubungan s
dengan Sang Pencipta. Di wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng 
ditiga kecamatan yang berada pada wilayah pesisir 
. Dengan jumlah sarana tersebut untuk dapat 
 
0 
Bantaeng 
2017 
tahun 2015 
 
Rumah 
Sakit 
Puskesmas Posyandu 
 - 2 39 
 1 2 38 
 - 3 58 
 1 7 135 
, Tahun 2016 
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Apotek 
- 
14 
- 
14 
piritual 
 terdapat yang mayoritas penduduknya beragama Islam terdapat 
sebanyak 162 unit mesjid, 72 unit mushollah dan 3 unit gereja
 
 
 
 
 
 
Sumber :Survey Lapangan
Tabel 16. Fasilitas Peribadatan di wilayah Pesisir Kabupaten Bantaeng 
No Kecamatan
1 Bissappu  
2 Bantaeng 
3 Pa’jukukkang
Jumlah 
Sumber : BPS Kabupaten BantaengDalam Angka
e. Perdagangan
Di wilayah 
ekonomi sebagai tempat bertemunya antara produsen dan konsumen 
untuk kebutuhan hidupnya.
Dengan adanya sarana tersebut maka kebutuhan pokok untuk 
masyarakat yang berdomisili di tempat tersebut dapat memenuhi 
kebutuhan tanpa harus keluar dari wilayahnya. Begitupula untuk 
Gambar 11 
Fasilitas Mesjid Di Kabupaten Bantaeng 
 
 Tahun 2017 
 
Tahun 2015 
 Mesjid Gereja Vihara Pura 
54 - - - 
47 3 - - 
 61 - - - 
162 3 - - 
, Tahun 2016 
 dan  Industri 
pesisir Kabupaten Bantaeng terdapat beberapa sarana 
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Mushollah 
27 
32 
13 
72 
 produsen dapat menjual hasil pertaniannya tanpa harus mengeluarkan 
biaya yang cukup besar sehingga dapat menambah pendapatan
 
 
 
 
 
 
Sumber :Survey Lapangan T
Tabel 1
No Kecamatan
1 Bissappu
2 Bantaeng
6 Pa’jukukkang
Jumlah
Sumber : BPS Kabupaten BantaengDalam Angka
Semen
berjalan, terlihat dari beberapa jenis industri yang sudah tersebar pada 
beberapa wilayah, yang mana industri tersebut mengolah hasil alam 
yang ada pada wilayah Kabupaten Bantaeng dan juga memberikan 
lapangan kerja bagi masyarakat lokal dalam
ekonomi, untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut: 
 
 
 
Gambar 12 
Fasilitas Perdagangan Di Kabupaten Bantaeng
ahun 2017 
 
7. Banyaknya Fasilitas Pelayanan Ekonomi Di Wilayah 
Pesisir Kabupaten Bantaeng 2015 
 Perusahaan  Koperasi 
Usaha
Dagang
 47 42 
 44 102 
 35 27 
 126 171 
, Tahun 2016 
tara dari segi sektor industri Kabupaten Bantaeng cukup 
 mendukung pertumbuhan 
85 
. 
 
 
 
61 
65 
38 
164 
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Tabel 18.Banyaknya Industri di Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 
No Jenis Industri 
Jumlah 
Industri  
Tenaga 
Kerja 
1 Makanan dan minuman  232 586 
2 Meuble 132 284 
3 Batu Bata 469 1432 
4 Kasur 103 413 
5 Percetakan 42 126 
6 Tekstil 37 74 
Jumlah 1.017  
Sumber : BPS Kabupaten BantaengDalam Angka, Tahun 2016 
 
f. Rumah Susun 
Perumahan merupakan kebutuhan utama manusia sejak adanya 
peradaban manusia modern. Kebutuhan perumahan sebagai tempat 
tinggal manusia sejalan dengan kebutuhan lahan yang semakin 
maningkat. Pada wilayah Kabupaten Bantaeng yang terus berkembang 
dengan peningkatan kebutuhan lahan menjadikan pemerintah 
berinisiatif mengadakan perumahan dengan konsep rumah susun, 
walaupun ketersediaan lahan untuk perumahan landed housemasih 
sangat memungkinkan, namun pemerintah lebih jeli melihat 
perkembangan yang akan dihadapi oleh wilaya pesisir kabupaten 
bantaeng. Maka dari itu pemerintah telah menyiapkan fasilitas rumah 
susun sederhana sewa (rusunawa) untuk kebutuhan masyarakat. 
Rumah susun tersebut berada di Kecamatan Bissappu, yang letaknya 
cukup strategis dekat dengan pelabuhan utama Kabupaten Bantaeng, 
dengan dua buah bangunan lima lantai dengan jumlah 192 unit yang 
bisa digunakan oleh masyarakat. Dengan bebrapa fasilitas penunjang 
yang masih dalam tahap perampungan 
  
 
 
 
 
 
Sumber :Survey Lapangan
 
2. Utilitas 
a. Jaringan Transportasi Darat
Jalan 
untuk memperlancar kegiatan perekonomian suatu wilayah. Usaha 
pembangunan jaringan jalan semakin ditingkatkan untuk menunjang 
mobilitas penduduk dan kelancaran distribusi orang, barang dan jasa. 
Dalam kait
jalan berfungsi untuk menghubungkan lokasi sumberdaya perikanan 
dan kelautan ke pusat
kelautan. 
Jaringan jalan di wilayah Kabupaten Bantaeng berdasarkan 
kewenangannya terbagi menjadi 3 (tiga) jenis jalan, yaitu jalan negara, 
jalan provinsi dan jalan kabupaten. Adapun total panjang jaringan jalan 
di Kabupaten Bantaeng sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 
Gambar 13 
Fasilitas Rusunawa Di Kabupaten Bantaeng
 
 
 
, Tahun2017 
 
merupakan prasarana perhubungan darat yang penting 
annya dengan pengembangan kawasan minapolitan jaringan 
-pusat sentra pengolahan hasil perikanan dan 
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 2015tidak mengalami perubahan khususnya untuk jalan n
Sedangkan untuk jalan provinsi mengalami penurunan dan jalan 
kabupaten mengalami peningkatan.
Rincian perkembangan panjang jalan di Ka
dari tahun 2010
 
 
 
 
 
 
 
Sumber :
 
Tabel 19. Perkembangan Panjang Jalan Menurut Kewenangannya di 
Kabupaten Bantaeng dari Tahun 2010
No Jenis Jalan
1 Jalan Negara
2 Jalan Provinsi
3 Jalan Kabupaten
 
Jumlah 
Sumber : BPS Kabupaten 
 
Ditinjau dari kondisi jalan menurut jenis permukaannya, jalan di 
Kabupaten Bantaeng dibedakan menjadi jalan aspal, jalan kerikil dan 
jalan tanah. Sejak tahun 
 
bupaten Bantaeng 
-2015 menurut tingkat kewenangannya disajikan Tabel.
Gambar 14 
Jaringan Jalan Di Kabupaten Bantaeng 
Survey Lapangan, Tahun 2017 
-2015 
 
Panjang Jalan Menurut Tahun Perkembangan
(km) 
2010 2011 2012 2013 2014
 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00
 19,50 18,77 18,77 18,77 18,77
 526,30 565,70 565,70 565,70 573,36
571,80 610,47 610,47 610,47 618,13
BantaengDalam Angka, Tahun 2016 
2010-2015, pemerintah Kabupaten Bantaeng 
88 
egara. 
 
 
 2015 
 26,00 
 18,40 
 576,85 
 621,25 
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sangat mengutamakan pengembangan dan perbaikan jalan. Hal ini 
dapat dilihat pada kondisi jalan yang beraspal pada setiap tahunnya 
mengalami peningkatan. Rincian perkembangan panjang jalan menurut 
jenis permukaannya disajikan pada Tabel. 
Tabel 20. Perkembangan Kondisi Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten 
Bantaeng dari Tahun 2015 
No 
Jenis 
Permukaan 
Panjang Jalan Menurut Tahun Perkembangan 
(km) 
Aspal Tidak di aspal Lainnya Jumlah 
1 Bissappu 75,60 4,95 - 80,55 
2 Bantaeng 70,51 14,60 - 85,11 
3 Pajukukang 106,87 12,88 - 119,75 
 
Jumlah 560,33 560,33 - 
 
Sumber : BPS Kabupaten BantaengDalam Angka, Tahun 2016 
 
Untuk mendukung sistem transportasi darat di wilayah 
Kabupaten Bantaeng ini telah ada terminal penumpang yang berada di 
Kecamatan Bantaeng. Sebagaimana di dalam RTRW Kabupaten 
Bantaeng, terminal penumpang Bantaeng ini merupakan simpul 
transportasi lokal yang menghubungkan kota-kota kecamatan yang ada 
di Kabupaten Bantaeng baik kota kecamatan yang terdelineasi sebagai 
kawasan pesisir Kabupaten Bantaeng maupun yang tidak terdelineasi 
sebagai kawasan pesisir. 
Selain itu, terkait dengan rencana pembangunan simpul jaringan 
Kereta Api (KA) Antar Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, 
dimana wilayah Kabupaten Bantaeng menjadi salah satu stasiun 
pengumpul (PKL Bantaeng). Adapun simpul jaringan KA Antar Kota 
yang akan direncanakan tersebut, terdiri dari; stasiun-stasiun KA 
pengumpul Pinrang (PKL Pinrang), Parepare (PKW Parepare), 
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Pangkajene (PKL Pangkajene) , Barru (PKW Barru), Pangkajene 
(PKW Pangkep), Maros (PKN Mamminasata), Sungguminasa (PKN 
Mamminasata), Takalar (PKN Mamminasata), Jeneponto (PKW 
Jeneponto), Bantaeng (PKL Bantaeng), Bulukumba (PKW 
Bulukumba), Sinjai (PKL Sinjai), Watampone (PKW Bone), Wajo 
(PKL Wajo), Belopa (PKL Luwu), Palopo (PKW Palopo), Masamba 
(PKL Luwu Utara), Wotu dan Malili (PKL Luwu Timur).Demikian 
sehingga infrastruktur- infrastruktur perhubungan darat tersebut diatas, 
akan mendukung operasional pelaksanaan kegiatan yang akan 
dialokasikan dalam ruang Wilayah Pesisir Kabupaten Bantaeng 
tersebut. 
b. Jaringan Trasportasi Laut 
Sentra kegiatan perhubungan laut di wilayah Kabupaten 
Bantaeng terdapat di Kecamatan Bissappu. Hal ini dikarenakan pada 
wilayah kecamatan ini terdapat pelabuhan laut utama Kabupaten 
Bantaeng yang terletak di Desa Bonto Jai. Pelabuhan merupakan 
prasarana perhubungan yang tidak kalah pentingnya dari jaringan jalan 
yang juga berfungsi dalam pengembangan ekonomi dan perdagangan 
suatu wilayah. 
Pelabuhan ini melayani pelayaran bagi kapal-kapal barang dan 
kapal-kapal penangkapan ikan, dan sementara ini masih dalam kondisi 
tahap perluasan dan pengembangan. Walaupun demikian dermaga ini 
senantiasa menjadi sarana lalu lintas penumpang dan barang menuju 
 dan keluar wilayah Kabupaten Bantaeng. Adapun kondisi lalu lintas 
penumpang dan barang melalui derm
yang mulai
masuk sudah mulai banyak, begitu pula pada tahun 2015, namun 
angkanya mengalami penurunan yang cukup signifikan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber :Survey Lapangan
 
Rincian perkembangan lalu lintas penumpang dan barang 
melalui pelabuhan laut Kabupaten Bantaeng disajikan pada Tabel.
Tabel 21. 
No 
Jenis 
Muatan 
1 Penumpang 
2 Barang 
1 Penumpang 
2 Barang 
1 Penumpang 
2 Barang 
Sumber : BPS Kabupaten BantaengDalam Angka
aga ini menunjukkan kondisi 
 stabil, dimana pada tahun 2013barang dan penumpa
. 
Gambar 15 
Pelabuhan Bantaeng Di Kabupaten Bantaeng
, Tahun 2017 
Lalu Lintas Penumpang dan Barang Angkutan Kapal Laut  di 
Kabupaten Bantaeng Pada Tahun 2013-2015 
Bulan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Tahun 2013 
48 64 73 50 48 28 60 56 12 30 
84 137 161 84 82 55 101 95 70 58 103
Tahun 2014 
30 58 60 42 52 45 58 46 63 60 
44 102 105 76 87 93 91 81 139 122 
Tahun 2015 
0 0 0 0 0 22 5 4 3 34 
95 109 104 109 101 133 51 42 57 0 
, Tahun 2016 
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ngyang 
 
 
Jumlah 
11 12 
65 20 554 
 45 1075 
59 73 646 
99 154 1193 
0 0 68 
12 17 830 
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Berdasarkan data tersebut diatas, dapat berati bahwa pada tahun 
2013 kapal angkutan barang yang berlabuh sebanyak 1074 dan pada 
tahun 2015sebanyak 830, sementara untuk kapal angkutan penumpang 
yang berlabuh pada tahun 2013 sebanyak 554 dan pada tahun 2015 
mengalami penurunan sebesar 68 . 
Kegiatan bongkar muat barang yang terjadi di pelabuhan 
Bantaeng ini masih bersifat lokal yaitu antar pulau dalam lingkup 
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan terutama yang menghubungkan 
pulau-pulau yang berada di wilayah bagian Selatan (Kepulauan 
Selayar) menuju Kabupaten Bantaeng. Adapun pada tahun 2015 
jumlah barang yang dibongkar mencapai sebesar 171 ton dan jumlah 
barang yang dimuat sebesar 564 ton. Rincian perkembangan jumlah 
barang yang dibongkar dan dimuat di pelabuhan utama Kabupaten 
Bantaeng ini disajikan pada Tabel. 
Tabel 22. Jumlah Barang Yang Dibongkar dan Dimuat Pada 
Pelabuhan Kabupaten Bantaeng Tahun  2015 
No 
Aktivitas 
Pelabuhan 
Bulan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Tahun 2015 
1 Bongkar 25 22 15 20 22 30 12 11 25 - 4 10 171 
2 Muat 75 87 89 89 79 103 39 31 32 - 8 7 564 
Sumber : BPS Kabupaten BantaengDalam Angka, Tahun 2016 
 
c. Jaringan Listrik 
Keberadaan jaringan listrik dalam kegiatan pengolahan 
perikanan menjadi faktor utama untuk mendukung operasional dari 
industri pengolahan perikanan yang ada di wilayah Kecamatan 
Pa’jukukang tersebut. Terlebih lagi ada perencanaan pengembangan 
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Kawasan Minapolitan sehingga akan memerlukan tenaga listrik yang 
lebih besar. 
Menurut data statistik kecamatan (Kecamatan Bissappu, 
Bantaeng, dan Pa’jukukang Dalam Angka, 2015), kondisi jaringan 
listrik pada tahun 2015 telah mencapai wilayah pesisir daratan di 
Kabupaten Bantaeng yang dilayani oleh 2 (dua) jenis sumber listrik 
yakni; listrik PLN dan listrik non PLN. Hal ini dapat dilihat data 
penggunaan listrik oleh masyarakat di ketiga kecamatan pesisir 
(Pa’jukukang, Bantaeng dan Bissappu) yang ada di Kabupaten 
Bantaeng tersebut. Di wilayah Kecamatan Pa’jukukang, penggunaan 
didominasi oleh penggunaan listrik PLN dan sebagian kecil 
menggunakan listrik non PLN terutama pada Desa/Kelurahan 
Pa’jukukang, Borong Loe, Papan Loe dan Baruga. Begitu pula di 
wilayah Kecamatan Bantaeng hampir seluruh masyarakat 
menggunakan listrik PLN namun ada 1 kelurahan/desa yang belum 
memanfaatkan listrik PLN yaitu Kayu Loe. Desa/Kelurahan Kayu Loe 
bersama dengan Desa/Kelurahan Karatuang dan Onto memanfaatkan 
keberadaan listrik non PLN. Sedangkan pada wilayah Kecamatan 
Bissappu juga menggunakan listrik PLN dan listrik non PLN. Hampir 
seluruh wilayah Desa/Kelurahan yang ada menggunakan listrik PLN 
ini, namun terdapat 2 desa/kelurahan yaitu Bonto Langkasa dan Bonto 
Cinde yang tidak menggunakan listrik PLN sehingga harus 
memanfaatkan keberadaan listrik non PLN. 
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Kondisi jaringan listrik di wilayah Kabupaten Bantaeng, terdiri 
dari 2 (dua) jaringan utama, yaitu : 
 Jaringan Tegangan Menengah, yaitu; jaringan listrik yang 
menghubungkan jaringan dari wilayah Kabupaten Jeneponto 
memanjang menyusuri jaringan jalan mulai dari wilayah 
Kecamatan Bissappu melewati wilayah Kecamatan Bantaeng, 
wilayah Kecamatan Pa’jukukang menuju wilayah Kabupaten 
Bulukumba. 
 Jaringan Tegangan Rendah, yaitu jaringan listrik yang tersebar 
menyusuri jalan-jalan tertentu di ketiga wilayah pesisir 
(Kecamatan Bissappu, Kecamatan Bantaeng dan Kecamatan 
Pa’jukukang) dan selanjutnya menuju ke sambungan-
sambungan pelanggan. 
Adapun gardu listrik yang ada di Kabupaten Bantaeng ini 
terdapat 3 (tiga) buah gardu listrik, yaitu : 
 Gardu Listrik 1, berada di Desa/Kelurahan Bonto Sunggu 
(Bissappu), 
 Gardu Listrik 2, berada di Desa/Kelurahan Palantikang 
(Bantaeng), dan 
 Gardu Listrik 3, berada di Desa/Kelurahan Lembang 
(Bantaeng). 
Terkait dengan jaringan listrik ini, pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan telah merencanakan pengembangan sistem jaringan energi 
 provinsi yang akan dialokasikan di wilayah Kabupaten Bantaeng ini 
berupa PLTD Bantaeng dengan kapasita
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber :Survey Lapangan
 
 
d. Jaringan Telekomunikasi.
Kondisi jaringan telepon di wilayah Kabupaten Bantaeng, dapat 
dibedakan menjadi 2 (dua) jaringan, yakni :
 Jaringan Primer,
menyambung dari wilayah Kabupaten Jeneponto memanjang 
menyusuri jaringan jalan provinsi melewati wilayah Kecamatan 
Bissappu, Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Pa’jukukang dan 
selanjutnya menuju wilayah Kabupaten Bulukumba
s 1,16 MW. 
Gambar 16 
Jaringan Listrik Di Kabupaten Bantaeng 
, Tahun 2017 
 
 
 yaitu; jaringan telepon provinsi yang 
. 
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 Jaringan Sekunder, yaitu; jaringan telepon kabupaten yang tersebar 
pada desa/kelurahan di kecamatan Bantaeng menyusuri jalan-jalan 
tertentu dan selanjutnya tersambungkan pada pelanggan. 
Terlebih lagi keberadaan BTS Telkomsel maupun Indosat yang 
menjadi stasiun pemancar dari penggunaan telepon seluler (HP) telah 
dapat dinikmati dengan memadai oleh masyarakat yang ada di wilayah 
pesisir Kabupaten Bantaeng ini. Hasil pengamatan lapangan juga 
menunjukkan tumbuhnya berbagai usaha dibidang sistem informasi, 
seperti munculnya usaha warung internet (warnet) yang dilakukan oleh 
masyarakat pesisir. 
Kemudian dalam skala sistem jaringan telekomunikasi Provinsi 
Sulawesi Selatan, wilayah Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu 
Stasiun Telepon Otomot (STO) yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi 
Sulawesi Selatan (Perda Prov. Sulsel No. 9 Tahun 2009) dengan 
kapasitas 1.516 SST berada dalam status I - IV/1 yang berarti berada 
dalam Tahap Pengembangan yaitu : berupa tahap pemantapan. 
e. Jaringan Sumberdaya Air 
Sumberdaya air (SDA) memiliki peranan penting dalam 
menunjang operasional pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu. Potensi 
sumberdaya air yang dimiliki oleh wilayah Kabupaten Bantaeng 
sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, menjadi modal utama 
untuk mendukung perencanaan Kawasan Minapolitan di Kabupaten 
Bantaeng ini.  
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Mengalirnya beberapa sungai yang melintasi dan bermuara pada 
wilayah pesisir (Kecamatan Bissappu, Kecamatan Bantaeng, dan 
Kecamatan Pa’jukukang) ini sangat mendukung operasional kegiatan 
yang akan dialokasikan dalam Kawasan Minapolitan Kabupaten 
Bantaeng terutama untuk memenuhi kebutuhan air dalam usaha 
kegiatan budidaya tambak maupun pertanian (sawah) yang diusahakan 
oleh masyarakat pesisir. 
Selain itu, potensi sumberdaya air ini juga dimanfaatkan pada 
berbagai kegiatan lainnya yang akan dialokasikan di dalam Kawasan 
Minapolitan Kabupaten Bantaeng seperti; kebutuhan industri 
pengolahan perikanan, kebutuhan pengairan pertanian maupun sebagai 
bahan baku air bersih untuk kegiatan permukiman yaitu untuk 
kebutuhan kegiatan domestik maupun untuk kebutuhan instansi-
instansi pemerintah dan kegiatan lain sebagainya. 
Potensi sumberdaya air yang tak kalah pentingnya adalah dengan 
posisinya wilayah Kabupaten Bantaeng di wilayah pesisir menjadikan 
wilayah ini memiliki garis pantai yang cukup panjang. Melihat kondisi 
tersebut, maka di dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan (Perda Prov. 
Sulsel No. 9 Tahun 2009), garis pantai Kabupaten Bantaeng dengan 
panjang 25,16 km telah ditetapkan sebagai salah satu sistem jaringan 
Sumberdaya Nasional dari 18 (delapan belas) kabupaten/kota yang 
memiliki garis pantai di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 
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Jaringan irigasi di wilayah Kabupaten Bantaeng belum memadai, 
sehingga sawah-sawah pertanian yang ada bersifat sawah tadah hujan. 
Pada lokasi-lokasi lain pertanian di wilayah ini sebagian tersebar pada 
wilayah pinggiran sungai yang memanfaatkan keberadaan aliran sungai 
sebagai irigasi/pengairan sawah-sawah tersebut. 
 Jaringan Drainase dan Air Bersih 
Kondisi eksisting jaringan drainase yang ada di wilayah 
kecamatan pesisir Bantaeng (Kecamatan Bissappu, Bantaeng, dan 
Pa’jukukang), terdiri dari : 
o Jaringan Drainase Primer, yaitu jaringan drainase utama yang 
memanjang menyusuri jaringan jalan provinsi mulai dari wilayah 
Kecamatan Bissappu, melewati Kecamatan Bantaeng sampai di 
Kecamatan Pa’jukukang. 
o Jaringan Drainase Sekunder, yaitu jaringan drainase yang 
menyusuri jalan-jalan kabupaten yang ada dalam wilayah 
desa/kelurahan pada setiap kecamatan pesisir (Bissappu, 
Bantaeng dan Pa’jukukang). 
o Jaringan Drainase Tersier, yaitu jaringan drainase yang 
menyusuri jaringan jalan lokal  yang ada dalam wilayah 
desa/kelurahan pada setiap kecamatan pesisir (Bissappu, 
Bantaeng dan Pa’jukukang). 
Sedangkan kondisi eksisting jaringan air bersih yang ada di 
wilayah kecamatan pesisir Bantaeng (Kecamatan Bissappu, Bantaeng, 
dan Pa’jukukang), meliputi : 
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o Jaringan Pipa Primer, yaitu; jaringan pipa utama yang menyusuri 
jaringan jalan provinsi, kemudian memanjang dari wilayah 
Kecamatan Bissapu, melewati wilayah Kecamatan Bantaeng 
sampai di wilayah Kecamatan Pa’jukukang. 
o Jaringan Pipa Sekunder, yaitu; jaringan pipa yang 
menghubungkan pipa utama ke pipa-pipa sambungan pelanggan, 
tersebar menyusuri pinggiran jalan kabupaten/jalan lokal pada 
wilayah desa/kelurahan yang ada pada masing-masing 
kecamatan pesisir (Kecamatan Bissappu, Kecamatan Bantaeng 
dan Kecamatan Pa’jukukang). 
o Jaringan Pipa Tersier, yaitu; jaringan pipa yang menghubungkan 
langsung aliran air bersih dari jaringan pipa sekunder menuju 
sambungan-sambungan pelanggan  yang tersebar pada setiap 
desa/kelurahan yang ada di wilayah kecamatan pesisir 
(Kecamatan Bissappu, Kecamatan Bantaeng dan Kecamatan 
Pa’jukukang). 
E. Potensi Sumberdaya Pesisir 
1. Potensi Perikanan Tangkap 
Sentra kegiatan perikanan khususnya perikanan tangkap di wilayah 
Kabupaten Bantaeng dipusatkan di Kecamatan Pa’jukukang. Di wilayah ini 
terdapat sarana dan prasarana pelabuhan TPI yang dilengkapi dengan 
sarana dan prasarana pendukungnya terutama penyediaan BBM. SPBU 
perikanan di lokasi TPI ini masih sangat terbatas yang hanya mampu 
melayani kebutuhan nelayan di Kabupaten Bantaeng, namun pada 
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kenyataannya banyak nelayan-nelayan dari kabupaten lain mendarat di 
pelabuhan TPI ini sehingga SPBU ini juga telah melayani kebutuhan dari 
para nelayan kabupaten lainnya seperti nelayan dari Kabupaten Bulukumba 
dan Takalar yang sering mendarat di wilayah TPI Pa’jukukang ini. 
Kegiatan perikanan tangkap di wilayah pesisir dan laut Kabupaten 
Bantaeng mencakup wilayah perairan sejauh 4 mil yang menjadi 
kewenangan untuk pemerintah kabupaten/kota. Dari hasil kegiatan 
penangkapan tersebut, produksi perikanan lauttiap kecamatan yang ada di 
wilayah pesisir dan laut Kabupaten Bantaeng, sebagaimana disajikan pada 
Tabel berikut. 
Tabel 23.Produksi Perikanan Tangkap Wilayah Pesisir 
Kabupaten Bantaeng Tahun 2014-2015 (Ton) 
No 
Jenis 
Permukaan 
Produksi Perikanan Laut 
2014 2015 
1 Bissappu 906,7 933,9 
2 Bantaeng 1208 1232,2 
3 Pajukukang 2920 3020,5 
 
Jumlah 5034,7 5186,6 
Sumber : BPS Kabupaten BantaengDalam Angka, Tahun 2016 
 
Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pa’jukukang banyak mendarat 
kapal-kapal penangkap ikan dari Takalar yang menangkap ikan hingga di 
perairan Selayar dan perahu-perahu nelayan yang menangkap ikan 
menggunakan jaring apung di perairan pantai Kabupaten Bantaeng hingga 
12 mil. Ikan-ikan yang tertangkap kebanyakan adalah ikan pelagis seperti 
ikan kembung, kuwe, tenggiri, tongkol dan lain sebagainya. Melihat 
intesifnya kapal-kapal nelayan baik nelayan dari Kabupaten Bantaeng 
sendiri maupun nelayan yang berasal dari Kabupaten Bulukumba, Takalar, 
 Jeneponto dan lain
menuntut adanya pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana 
dasar pelabuhan terutama terkait dengan penyedia
Storage, dan sarana
aktual aktivitas kegiatan di pelabuhan TPI Birea yang ada di Kecamatan 
Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng tersebut dapat dilihat
berikut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber :Survey Lapangan 2017
  
2. Potensi Perikanan
Selain sentra kegiatan perikanan tangkap, di wilayah pesisir 
Kabupaten Bantaeng ini terdapat pula sentra kegiatan perikanan budidaya 
pesisir daratan berupa 
wilayah Kecamatan Bissappu dan Kecamatan Pa’jukukang. Dari hasil 
kegiatan perikanan budidaya berupa tambak
tersebut telah menghasilkan produksi sebesar 
2015. Rincian perkembangan perikanan budidaya berupa
-lain yang mendarat di pelabuhan TPI tersebut, 
an pasokan BBM, Cold 
-prasarana pendukung lainnya yang dibutuhkan.Kondisi 
 pada gambar 
Gambar 17 
TPI Birea Kecamatan Pa’jukukkkang 
 
 Budidaya 
kegiatan tambak dan kolam ikan yang tersebar pada 
, budidaya laut
9885,86ton dan pada tahun 
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 dan kolam 
 budidaya 
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laut,tambak dan kolam yang dirinci menurut kecamatan tahun 2015 
disajikan pada Tabel berikut. 
Tabel 24.Produksi Perikanan Budidaya Wilayah Pesisir Kabupaten 
Bantaeng Tahun 2015 (Ton) 
No Kecamatan 
Produksi Perikanan  
Budidaya Laut Tambak Kolam Jumlah 
1 Bissappu 2182,50 36,70  2219,20 
2 Bantaeng 1892,70 2,10 5,56 1900,36 
3 Pajukukang 5618,00 145,00 3,30 5766,30 
 
Jumlah 9693,20 183,80 8,86 9885,86 
 
 
3. Potensi Pariwisata dan Kelautan 
Kondisi eksising yang menjadi sentra kegiatan pariwisata di 
Kabupaten Bantaeng belum menonjol. Kegiatan pariwisata yang sedang 
berjalan antara lain; wisata pantai Korong Batu di Desa Baruga Kecamatan 
Pa’jukukang, Pantai Seruni di Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng 
dan Pantai Lamalaka yang terletak di Kelurahan Lamalaka Kecamatan 
Bantaeng. 
Kemudian ditinjau dari arahan pola ruang Rencana Tata Ruang 
(RTR) Kawasan Pesisir Kota Bantaeng (Bissappu, Bantaeng dan 
Pa’jukukang), wilayah Kecamatan Bantaeng ditetapkan sebagai zona The 
New Bantaeng (RZWP3K, 2009), dimana pada wilayah ini akan 
direncanakan Water Front City dan berbagai prasarana pendukung lainnya 
yang kelak diharapkan akan menjadi sentra kegiatan pariwisata di wilayah 
pesisir dan laut Kabupaten Bantaeng. 
Untuk mendukung kegiatan pariwisata ini diperlukan sarana dan 
prasarana seperti; hotel (penginapan) dan restoran (rumah makan). 
Sumber : BPS Kabupaten BantaengDalam Angka, Tahun2016 
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Keberadaan sarana pendukung berupa hotel dan rumah makan di wilayah 
pesisir Kabupaten Bantaeng ini hanya tersebar di Kecamatan Bantaeng dan 
Bissappu. Sementara untuk kegiatan kelautan yang ada di wilayah pesisir 
dan laut Kabupaten Bantaeng tersebar pada Kecamatan Bissappu, 
Bantaeng, dan Pa’jukukang. Kegiatan kelautan yang banyak dikembangkan 
berupa kegiatan usaha rumput laut yang menjadi mata pencaharian nelayan 
masyarakat pesisir Kabupaten Bantaeng selain kegiatan perikanan tangkap. 
Adapun peralatan-peralatan yang digunakan untuk kegiatan budidaya 
rumput laut ini masih bersifat sederhana menggunakan peralatan seperti; 
tali, kayu, bambu dan botol-botol. Sedangkan untuk menjemur rumput laut 
yang sudah dipanen dibuatkan semacam tempat khusus yang mudah dikena 
oleh sinar matahari. Demikian sepanjang wilayah pesisir pada permukiman 
nelayan berjejer tempat-tempat penjemuran rumput laut.  
Menurut dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bantaeng, Untuk 
memudahkan kegiatan pengontorolan terhadap rumput laut yang sedang 
dibudidayakan digunakan perahu-perahu motor yang berukuran kecil. 
Dalam hal mengangkut rumput laut perahu-perahu motor yang digunakan 
sedikit agak berukuran besar dibandingkan dengan perahu yang digunakan 
untuk kegiatan pengontroalan tersebut. Sedangkan untuk mencegah rumput 
laut yang sedang dijemur dan yang telah kering pada waktu hujan sebelum 
dilakukan pengolahan maka ditutup dengan penutup berupa terpal dan 
sejenisnya sehingga hasil panen rumput laut yang sedang dijemur maupun 
rumput laut yang telah kering tidak terkena air hujan. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Survey Lapang
 
F. Struktur dan Pertumbuhan
1. Struktur Ekonomi
Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat 
digunakan untuk melihat gambaran struktur perekonomian secara umum di 
wilayah Kabupaten Bantaeng termasuk 
perekonomian di Wilayah Pesisir) yang meliputi antara lain; Kecamatan 
Pa’jukukang, Bantaeng dan Bissappu sebagai wilayah kecamatan yang 
terdelineasi sebagai kawasan pesisir dan laut di Kabupaten Bantaeng 
Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam kurun waktu 2 (dua
PDRB Kabupaten Bantaeng selalu menunjukkan peningkatan yang cukup 
signifikan dengan nilai PDRB menurut harga berlaku rata
5.604.991.69 
4.073.151.63 Berdasarkan
Gambar 18 
Destinasi Wisata  
 
an, Tahun2017 
 Ekonomi 
 
untuk melihat kondisi 
 
) tahun terakhir (2014-2015
-rata sebesar Rp
dan  menurut harga konstan rata-rata sebesar
 data statistik Kabupaten Bantaeng Dalam Angka 
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105 
 
(2015), menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun sektor lapangan usaha 
pertanian menjadi unggulan daerah Kabupaten Bantaeng. Sektor pertanian 
menempati urutan pertama dalam kontribusinya terahdap PDRB 
Kabupaten Bantaeng yaitu rata-rata sebesar Rp1.800.591.64  menurut harga 
berlaku dan rata-rata sebesar Rp. 1.307.056.20 menurut harga konstan. 
Kemudian disusul oleh sektor lapangan usaha Konstruksi yang 
berkontribusi terhadap PDRB rata-rata sebesar Rp. 938.854.77 menurut 
harga berlaku dan menurut harga konstan Rp. 600.443.33.. 
Selanjutnya diikuti oleh sektor lapangan usaha lainnya sebagaimana 
disajikan pada Tabel berikut. 
Tabel 25. 
Perkembangan  PDRB Atas Dasar Harga berlaku dan Harga Konstan Menurut 
Lapangan Usaha di Kabupaten Bantaeng,Tahun2012-2015(juta) 
No Lapangan Usaha 
2014 2015 
Harga 
Berlaku 
Harga 
Konstan 
Harga 
Berlaku 
Harga 
Konstan 
1 
Pertanian, 
kehutanan, dan 
perikanan 
1.800.591.64 1.302.071.37 1.800.591.64 1.307.056.20 
2 
Pertambangan & 
Penggalian 
145.317.90 90.381.00 217.903.46 116.968.93 
3 Industri  Pengolahan 233.422.40 182.074.78 276.637.64 196.857.28 
4 
PengadaanListrik 
dan Gas 
3.485.93 4.677.19 3.329.90 5.026.67 
5 
Pengadaan Air; 
Pengelolaan 
Sampah, Limbah, 
dan Daur Ulang 
3.710.07 3.328.30 3.873.05 3.369.40 
6 Konstruksi 858.491.28 576.715.82 938.854.77 600.443.33 
7 
Perdagangan Besar 
dan Eceran;Reparasi 
Mobil dan Sepeda 
Motor 
641.028.57 564.147.90 757.143.02 657.076.73 
8 
Transportasi dan 
Pergudangan 
55.131.92 45.589.88 73.840.79 53.948.62 
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No Lapangan Usaha 
2014 2015 
Harga 
Berlaku 
Harga 
Konstan 
Harga 
Berlaku 
Harga 
Konstan 
9 
Penyediaan 
Akomodasi dan 
Makan Minum 
40.092.41 29.746.23 50.759.12 33.147.85 
10 
Informasi dan 
Komunikasi 
111.988.67 103.316.20 121.937.43 113.310.40 
11 
Jasa Keungan dan 
Asuransi 
120.486.43 88.107.70 132.811.11 93.144.54 
12 Real Estate 251.904.16 208.915.25 302.992.68 231.445.77 
13 Jasa Perusahaan 8.281.99 5.022.02 9.360.13 5.337.88 
14 
Administrasi 
Pemerintahan 
Pertahanan dan 
Jaminan Sosial 
Wajib 
323.194.67 249.108.63 367.436.36 258.609.93 
15 Jasa Pendidikan 268.998.71 222.017.89 297.111.64 232.017.89 
16 
Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 
122.651.73 90.522.04 157.326.27 105.947.41 
17 Jasa-Jasa lainnya 76.841.46 53.870.76 93.082.69 59.442.82 
 Jumlah 4.964.121.24 3.819.612.97 5.604.991.69 4.073.151.63 
Sumber : BPS Kabupaten BantaengDalam Angka,Tahun 2016 
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi 
Berdasarkan data statistik Perhitungan laju pertumbuhan ekonomi 
didasarkan pada perhitungan nilai PDRB menurut harga konstan. Diketahui 
total PDRB atas harga konstan pada tahun 2014 mencapai sebesar Rp. 
3.819.612.97 yang pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 4.073.151.63 
dengan laju pertumbuhan yang cukup beragam. Secara rinci laju 
pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan pertahunnya dalam kurun 
waktu antara tahun 2012-2015 menurut lapangan usaha di Kabupaten 
Bantaeng disajikan dalam Tabel berikut. 
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Tabel 26. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut 
Lapangan Usaha Tahun2012-2015 (Persen) 
No Lapangan Usaha 
Tahun 
2012 2013 2014 2015 
1 
Pertanian, kehutanan, dan 
perikanan 
2,59 5,45 6,40 0,38 
2 Pertambangan & Penggalian 14,38 10,01 12,80 29,42 
3 Industri  Pengolahan 22,80 17,56 17,23 8,12 
4 PengadaanListrik dan Gas 15,44 7,48 6,05 7,47 
5 
Pengadaan Air; Pengelolaan 
Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 
18,29 2,55 7,37 1,23 
6 Konstruksi 9,49 11,00 8,72 4,11 
7 
Perdagangan Besar dan 
Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda 
Motor 
16,33 12,64 11,20 16,47 
8 Transportasi dan Pergudangan 13,50 8,30 9,12 18,33 
9 
Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum 
16,86 18,14 21,21 11,44 
10 Informasi dan Komunikasi 22,73 13,15 5,44 9,67 
11 Jasa Keungan dan Asuransi 20,28 9,72 7,37 5,72 
12 Real Estate 16,68 9,00 13,74 10,78 
13 Jasa Perusahaan 9,02 6,43 4,64 6,29 
14 
Administrasi Pemerintahan 
Pertahanan dan Jaminan Sosial 
Wajib 
3,58 4,38 3,24 3,81 
15 Jasa Pendidikan 19,19 7,21 3,13 4,50 
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 23,23 23,92 11,75 17,04 
17 Jasa-Jasa lainnya 8,10 15,54 10,57 10,34 
 Jumlah 9,67 9,01 8,34 6,64 
Sumber : BPS Kabupaten BantaengDalam Angka, Tahun 2016 
 
Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa hanya sektor lapangan 
usaha pertanian menunjukkan laju pertumbuhan yang cukup stabil 
meskipun mengalami penurunan, dimana dalam kurun waktu 2012 – 2015 
tersebut memperlihatkan angka kenaikan setiap tahunnya dan pada tahun 
2013dan 2014 meningkat secara signifikan namun teradi penurunan yang 
cukup pada tahun 2015. 
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Sedangkan untuk sektor lapangan usaha lainnya memperlihatkan 
perkembangan yang tidak stabil, dimana pada setiap tahunnya 
menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan. 
G. Tinjauan Kebijakan 
1. Tinjauan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan 
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pronvinsi Sulawesi Selatan Periode 2009 – 
2029 telah ditetapkan dan menjadi rujukan bagi pembangunan Provinsi 
Sulawesi Selatan bagi pengalokasian pemanfaatan ruang diatasnya.  
Adapun kebijakan dan strategis penataan wilayah Provinsi Sulawesi 
Selatan yang dilakukan dalam penataan ruang wilayah provinsi terkait 
dengan perkembangan struktur ruang adalah peningkatan akses pelayanan 
perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah darat maupun 
laut dan pulau-pulau kecil secara merata dan berhierarki (Pasal 5/butir a).  
Sedangkan di dalam strategis peningkatan akses pelayanan perkotaan 
dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah 
mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan 
belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada (Pasal 6/Ayat (1) butir 
b). 
Dalam strategis perwujudan kegiatan pada kawasan budidaya adalah 
mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta 
prasarana secara strategis dan berkelanjutan untuk mendorong 
pengembangan perekonomian kawasan, termasuk laut dan pulau-pulau 
kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan 
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mewujudkan pengembangan ekonomi setempat (Pasal 10/Ayat (2) butir b). 
Kemudian dalam salah satu strategis pengendalian perkembangan kegiatan 
terkait dengan RZR-Kawasan Minapolitan adalah mengembangkan 
kegiatan budidaya kelautan yang dapat mempertahankan keberadaan 
terumbu karang dan pulau-pulau kecil (Pasal 10/Ayat (3) butir e). 
Sebagaimana telah diuraikan diatas, maka berdasarkan Rencana 
Struktur Ruang Wilayah Provinsi, maka Kota Bantaeng sebagai Ibukota 
dari Kabupaten Bantaeng bersama ibukota-ibukota kabupaten lainnya telah 
ditetapkan sebagai PKL (Pasal 14/Ayat (4)). dan Ayat (3) butir b, serta 
dengan jelas keberadaan Kawasan Minapolitan Kabupaten Bantaeng ini 
sudah teralokasi di dalam Pola Ruang Rencana Kawasan Budidaya 
Provinsi (Pasal 54/butir b Kawasan Pertanian dan Perikanan). 
Telah ditetapkan juga Kawasan Potensial Budidaya rumput laut 
meliputi wilayah perairan pantai dan/atau tambak di Kabupaten: Takalar, 
Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Luwu, Polopo, Luwu 
Utara, dan Luwu Timur serta Kawasan Potensial Perikanan Tangkap 
meliputi; Selat Makassar, Laut Flores, dan Teluk Bone, dimana posisi 
RZR-Kawasan Minapolitan Kabupaten Bantaeng berada di Luat Flores dan 
Teluk Bone (Pasal 56/butir e dan g). 
2. Tinjauan RTRW Kabupaten Bantaeng 
Rencana Struktur Ruang di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) Kabupaten Bantaeng, meliputi : 
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o Sistem Perkotaan sesuai dengan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, 
maka Ibukota Kabupaten Bantaeng telah ditetapkan sebagai Pusat 
Kegiatan Lokal (PKL) dengan fungsi dan peran, terdiri dari : 
 Pusat pengolahan/pengumpulan barang yang melayani kabupaten 
dan beberapa kecamatan kabupaten tetangga. 
 Sebagai simpul transportasi yang melayani kabupaten dan 
beberapa kecamatan daerah tetangga. 
 Pusat Pemerintahan Kabupaten Bantaeng. 
 Sebagai pusat pelayanan publik lainnya untuk kabupaten dan 
kecamatan daerah tetangga. 
o Rencana hirarkis dan pusat-pusat pengembangan wilayah : 
 Bantaeng (Ibukota Kabupaten) sebagai Kawasan Inti (Orde/Pusat 
Pelayanan I/Utama), sebagai pusat pelayanan bagian tengah. 
o Sub Pusat Wilayah Pembangunan, mencakup : 
 SWP Barat (SKP A); Kecamatan Bantaeng dan Kecamatan 
Eramerasa. 
 SWP Selatan (SKP B); Kecamatan Tompobulu, Kecamatan 
Gantarangkeke dan Kecamatan Pa’jukukang. 
 SWP Timur (SKP C); Kecamatan Bissappu, Kecamatan Sinoa, 
dan Kecamatan Uluere. 
Sementara dalam rencana pola ruang wilayah dari Kabupaten 
Bantaeng, mencakup : 
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o Kawasan Peruntukkan Perikanan, meliputi : 
 Perikanan laut (Penangkapan dan Budidaya) di wilayah 
Kecamatan Bissappu, Kecamatan Bantaeng dan Kecamatan 
Pa’jukukang. 
 Budidaya tambak dan kolam air tawar (wilayah Kecamatan 
Bissappu, Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Pa’jukukang, 
Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Uluere, dan Kecamatan 
Eremerasa. 
 Khusus budidaya rumput laut diseluruh wilayah pantai dan 
perairan. 
3. RTR Kawasan Pesisir Bantaeng 
Rencana Struktur Ruang, Sebagaimana diketahui bahwa Tata Ruang 
Kawasan Pesisir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RTRW 
Kabupaten Bantaeng 2008-2027. Dengan demikian maka struktur ruang 
wilayah pesisir adalah sama dengan Rencana Struktur Ruang sebagaiman 
telah diuraikan di dalam rencana struktur ruang RTRW pada pembahasan 
sebelumnya.  
o Kemampuan Tumbuh dan Berkembangnya Kawasan Pesisir 
Bissappu, Bantaeng dan Pa’jukukang. Kemampuan tumbuh dan 
berkembangnya kawasan pesisir dipengaruhi oleh faktor internal dan 
eksternal, faktor internal misalnya daya dukung lahan, jumlah 
penduduk dan lain-lain sedangkan faktor eksternal misal adanya 
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regulasi, sistem ekonomi nasional, sistem transportasi antar 
wilayah/kawasan. 
 Potensi dan Permasalahan Kawasan Pesisir. Potensi dan 
permasalahan kawasan pesisir merupakan 2 aspek yang saling 
berpengaruh dan terkait terhadap tumbuh dan berkembangnya 
suatu kawasan pesisir. Potensi yang dimiliki suatu kawasan pesisir 
akan menjadi dasar dalam pengembangan kawasan, demikian pula 
permasalahan yang timbul akan menjadi dasar untuk 
menyelesaikannya dalam bentuk pengembangan baik fisik maupun 
non fisik. Dengan mengetahui potensi dan permasalahan suatu 
kawasan pesisir maka perencanaan maupun hasil atau pemanfaatan 
rencana akan optimal. 
 Faktor Alamiah.Kawasan pesisir Kecamatan Bissappu, Bantaeng 
dan Pa’jukukang dipengaruhi oleh 2 (dua) musim yaitu; musim 
kemarau dan musim hujan. Musim hujan lebih dominan daripada 
musim kemarau sehingga hal ini membawa kawasan pesisir 
Kecamatan Bissappu, Bantaeng dan Pa’jukukang memiliki daerah 
hujan yang cukup tinggi.Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat 
dikatakan bahwa kawasan pesisir Kecamatan Bissappu, Bantaeng 
dan Pa’jukukang dapat dikategorikan sebagai daerah basah 
sehingga pengembangan pertanian cukup baik. Sedangkan kendala 
atau permasalahan yang dihadapi kawasan pesisir Kecamatan 
Bissappu, Bantaeng dan Pa’jukukang yaitu; perlunya 
113 
 
ekstensifikasi dan intensifikasi baik berupa penyuluhan maupun 
perluasan areal sehingga produksi dapat meningkat. 
 Sumberdaya Alam dan Lingkungan HidupSumberdaya alam 
dan lingkungan hidup adalah modal dasar pembangunan, dimana 
pada hakekatnya adalah kegiatan pembangunan dalam 
pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup bagi 
kepentingan masyarakat. Dilain pihak sumberdaya alam dan 
lingkungan hidup bukanlah sesuatu yang tidak dirusak atau tidak 
akan habis, oleh sebab itu dalam pelaksanaan pembangunan 
pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup diharapkan 
dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan 
masyarakat dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan 
kelestariannya. Demikian juga halnya dengan ekosistem yang ada 
perlu dijaga agar tercipta keseimbangan dalam pembangunan 
sehingga bermanfaat bagi generasi yang akan datang. 
 Status LahanDalam perencanaan kawasan pesisir, lahan 
merupakan salah satu sumberdaya yang sangat penting, oleh 
karena status lahan merupakan salah satu aspek yang berpengaruh 
terhadap pemanfaatan rencana ruang pesisir. Di kawasan pesisir 
Kecamatan Bissappu, Bantaeng dan Pa’jukukang sebagian besar 
lahan yang ada sudah merupakan hak milik, untuk itu diperlukan 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan agar tidak menjadi 
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penghambat dalam mengalokasikan setiap program atau kegiatan 
yang akan direncanakan. 
o Pengaruh Potensi dan Permasalahan Sektor-Sektor Kegiatan 
Kawasan PesisirSecara umum permasalahan yang ada di kawasan 
pesisir Kecamatan Bissapu, Bantaeng dan Pa’jukukang lebih 
disebabkan oleh faktor fisik yang terkait dengan produktivitas kawasan 
yang belum optimal terutama menyangkut pemasaran hasil–hasil 
produksi masyarakat. Disamping itu prasarana jalan, air bersih dan 
prasarana permukiman lingkungan lainnya masih memerlukan 
peningkatan. Kegiatan usaha penduduk yang berorientasi pada sektor 
perikanan belum mampu dijadikan sebagai perekonomian di kawasan 
pesisir Kecamatan Bissapu, Bantaeng dan Pa’jukukang. Hal ini terlihat 
dengan masih dominannya penduduk yang menggantungkan hidupnya 
sebagai nelayan (tambak) serta masih kurangnya fasilitas sosial 
ekonomi untuk mewadahi kegiatan usaha lain diluar kegiatan 
perikanan, disamping itu kegiatan lain tidak mampu mendorong 
pertumbuhan produksi. Beberapa faktor yang menyebabkan kurang 
optimalnya produksi sektor perikanan adalah : 
 Belum tersedianya PPI untuk melakukan transaksi. 
 Terbatasnya dana yang dimiliki untuk mengelola sektor perikanan 
secara optimal. 
 Terbatasnya pengetahuan masyarakat pada sektor perikanan. 
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Sementara Rencana Pola Ruang dalam Kawasan Pesisir Kota 
Bantaeng ini juga mencakup 2 (dua) kawasan, sebagai berikut : 
o Kawasan LindungKawasan hutan lindung adalah kawasan yang 
karena keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan 
dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap, 
untuk kepentingan pengaturan tata air, pencegahan bahaya banjir, 
sumber makanan biota laut, dan erosi serta pemeliharaan kesuburan 
tanah.Kawasan sungai yang perlu mendapat perlindungan sepanjang 
kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer 
yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian 
lingkungan. Tujuan perlindungan terhadap kawasan sungai 
dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kawasan sungai dari 
gangguan manusia.Sempadan sungai yang telah ditentukan adalah 
sekurang-kurangnya 100 meter dari kiri-kanan sungai besar dan 50 
meter kiri kanan untuk sungai kecil yang berada diluar kawasan 
permukiman. Sempadan di dalam kawasan pemukiman adalah daerah 
sepanjang sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan 
inspeksi (10-15 meter). 
o Kawasan Budidaya 
 Perikanan TangkapSubsektor perikanan merupakan salah satu 
sumber PAD Kabupaten  Kabupaten Bantaeng. Peningkatan peran 
sub-sektor perikanan dalam perekonomian daerah ini dapat dilihat 
dari peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari subsektor 
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perikanan, peningkatan pendapatan nelayan, peningkatan jumlah 
nelayan dan peningkatan hasil tangkapan terutama yang bernilai 
ekonomis penting (ekspor dan antar pulau).Budidaya Perikanan 
yang tidak berkelanjutan dapat dicirikan dari penggunaan pestisida 
dan antibiotika. Air buangan yang mengandung bahan-bahan 
beracun tersebut dikeluarkan dari tambak dan terbuang ke pantai, 
ke ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun dan 
sungai. Pestisida dapat pula memusnahkan biota-biota non-target 
jika lepas ke ekosistem pantai. Juga sering menyebabkan kematian 
bandeng dan udang budidaya karena sering diaplikasikan melebihi 
dosis yang dianjurkan. Makin intensif budidaya yang diterapkan 
semakin besar masalah lingkungan yang ditimbulkan. Untuk 
menghasilkan produk yang memiliki daya saing tinggi di pasar 
global, produk perikanan yang memiliki keunggulan komparatif 
dan kompetitif harus yang ramah lingkungan (eco-friendly) dan 
memenuhi standar mutu internasional (terutama dalam kandungan 
bahan berbahaya).Serangan penyakit udang masih tetap menjadi 
kekhawatiran petambak sehingga ada keraguan dalam penerapan 
paket teknologi intensif. Oleh sebab itu, dalam upaya pemanfaatan 
sumberdaya perikanan secara optimal dan berkelanjutan, 
penghijauan pantai pencegahan pencemaran air, kerusakan 
terumbu karang dan padang lamun mutlak perlu dilakukan.  
Penerapan teknologi biofilter dengan menggunakan kerang-
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kerangan dan rumput laut, mampu memperbaiki kualitas air 
melalui penyerapan logam-logam berat, plankton dan partikel-
partikel terlarut dan tersuspensi penyebab kekeruhan, menurunkan 
populasi bakteri, mencegah blooming fitoplankton akibat 
eutrofikasi, dan mengurangi resiko biota budidaya terserang 
penyakit, dan memperbaiki kondisi ekosistem pantai secara 
keseluruhan. 
 Budidaya Laut (Maricultur)Lahan untuk budidaya laut potensil 
dimanfaatkan di kawasan pesisir Kecamatan Bissapu, Bantaeng 
dan Pa’jukukang. Perairan tersebut memenuhi kriteria lokasi yang 
baik untuk budidaya berbagai jenis biota laut, seperti bandeng, nila 
merah, kerapu, baronang, kerang-kerangan, teripang dan siput-
siputan. Untuk investasi pada usaha budidaya pantai, kebutuhan 
tenaga kerja yang murah dan terampil tersedia cukup banyak. 
Selain tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan pada musim 
paceklik, nelayan dapat mengalihkan kegiatannya pada kegiatan 
budidaya pantai. Isteri nelayan, anak dan anggota rumah tangga 
lainnya yang tidak memiliki sumber pendapatan merupakan tenaga 
kerja yang murah dan mampu mencurahkan kegiatannya pada 
usaha budidaya pantai. Mereka dengan mudah melakukan 
pekerjaan tersebut selain karena dekat dengan pemukimannya, dan 
secara budaya mereka sudah menyatu dengan kegiatan di laut. 
Bahan-bahan untuk konstruksi yang murah seperti bambu, kayu, 
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tali ijuk, tempurung, sabuk kelapa, batu, dan sebagainya tersedia di 
lokasi (di daerah ini). Faktor pembatas yang banyak berpengaruh 
dalam menetapkan kesesuaian lahan untuk budidaya laut adalah 
kedalaman efektif dan kemiringan lereng. Kemiringan lahan yang 
paling sesuai dalam hal ini adalah kemiringan lahan yang kurang 
dari 8%. 
Dan yang terakhir sebagai salah satu bagian dari RTR Kawasan 
Pesisir Kabupaten Bantaeng adalahRencana Blok (Zona) Kawasan 
Pesisir. Zonasi pada dasarnya dilaksanakan untuk membagi kawasan 
pesisir kedalam bentuk zona peruntukan/blok peruntukan lahan. Kawasan 
pesisir Kecamatan Bissappu, Bantaeng dan Pa’jukukang terdiri dari 10 
(sepuluh) zona kawasan, berikut : 
 Zona A, terdiri atas; a) Pemanfaatan Lahan untuk wisata lokal/ 
kontemporer, dan b) Pemanfaatan Lahan untuk pengolahan es balok, 
dengan total luas Zona A = 54,70 Ha. 
 Zona B, terdiri atas; a) Pemanfaatan Lahan untuk gudang suplai pupuk 
tambak, dan b) Pemanfaatan Lahan untuk balai benih ikan dan udang, 
dengan total Luas Zona B = 51,20 Ha. 
 Zona C, terdiri dari pemanfaatan lahan untuk industri dan pergudangan 
rumput laut dengan Luas Zona C = 48,00 Ha. 
 Zona D, tidak terdapat pemanfaatan lahan untuk pengembangan, 
dengan total Luas Zona E = 41,10 Ha. 
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 Zona E, terdiri dari pemanfaatan lahan untuk wisata 
lokal/kontemporer, dengan total Luas Zona E = 48,30 Ha. 
 Zona F, tidak terdapat pemanfaatan lahan untuk pengembangan, 
dengan total Luas Zona F = 50,20 Ha. 
 Zona G, terdiri dari pemanfaatan lahan untuk pembibitan rumput laut, 
dengan total Luas Zona G = 55,30 Ha. 
 Zona H, terdiri dari pemanfaatan lahan untuk wisata 
lokal/kontemporer, dengan Luas Zona H = 66,90 Ha. 
 Zona I, tidak terdapat pemanfaatan lahan untuk pengembangan, 
dengan Luas Zona I = 58,20 Ha. 
 Zona J, Pemanfaatan Lahan untuk pembibitan rumput laut, dengan 
Luas Zona J = 74,10 Ha. 
4. Tinjauan RPJPD Kabupaten Bantaeng 
Penyusunan RPJPD bagi pemerintah kabupaten/kota termasuk 
pemerintah Kabupaten Bantaeng merupakan amanat dari Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (SPPN).  
Dengan keberaadaan rencana pembangunan dan pengembangan 
Wilayah Pesisir Kabupaten Bantaeng sebagai Kawasan Minapolitan di 
Kabupaten Bantaeng juga termasuk industri pengolahan hasil tangkapan dan 
budidaya perikanan dan kelautan sesuai dengan keputusan mentri kelautan 
dan perikanan, maka pengembangan sektor industri pengolahan merupakan 
alternatif terbaik bagi terjaminnya pertumbuhan perekonomian daerah 
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Kabupaten Bantaeng. Demikian pula produk industri pengolahan kelautan 
dan perikanan merupakan komoditas perdagangan dan jasa yang diharapkan 
dapat juga memberikan konstribusi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten 
Bantaeng. Hal ini sesuai dengan hirarkis Bantaeng sebagai Pusat Kegiatan 
Lokal untuk sektor industri, perdagangan dan jasa untuk mendukung 
Kawasan Strategis yang telah ditetapkan baik secara nasional maupun dalam 
lingkup regional wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 
5. Tinjauan RPJMD Kabupaten Bantaeng 
Di dalam RPJMD Kabupaten Bantaeng telah dirumuskan program-
program pembangunan daerah sebagai penjabaran dari RPJPD Kabupaten 
Bantaeng pada setiap 5 (lima) tahunnya, melalui visi dan misi pembangunan 
daerah serta kebijakan umum daerah Kabupaten Bantaeng yang dapat 
diuraikan sebagai berikut : 
a. Visi Pembangunan Daerah  
Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam pembangunan 
daerahnya, telah menetapkan Visi, sebagai berikut : 
“WILAYAH TERKEMUKA BERBASIS DESA MANDIRI “ 
Visi ini sekaligus menunjukkan strategi dasar pembangunan 
yang dianut, yaitu mengedepankan upaya-upaya pembangunan untuk 
mendorong tumbuh-kembangnya desa-desa di Bantaeng menjadi Desa 
Mandiri, sebagai perwujudan dari upaya untuk pemenuhan hak dasar 
masyarakat yang merupakan strategis dasar pembangunan daerah 
pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 
 
121 
 
b. Misi Pembangunan Daerah  
Misi pembangunan daerah Kabupaten Bantaeng untuk kurun 
waktu 2013-2018 dirumuskan dengan mengacu kepada alasan 
keberadaan Kabupaten Bantaeng, yaitu:  
 Memberikan ruang dan peluang kepada segenap stakeholder 
pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk mengekspresikan atau 
bahkan meningkatkan kualitas keberadaan masing-masing, dan 
 Memberikan sumbangan nyata  kepada peningkatan kualitas 
ketahanan nasional yang diwujudkan dalam bentuk kontribusi 
terhadap pencapaian sasaran-sasaran dari pembangunan nasional 
maupun dari pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
H. Analisis Skalogram 
Analisis Skalogram adalah salah satu alat analisis yang digunakan 
untuk mengetahui keberadaan dan kondisi fasilitas serta potensi sumberdaya 
pesisir di wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng yang terdiri dari 3 kecamatan 
dengan melihat seberapa besar jumlah fasilitas dan sumberdaya pesisir serta 
keberadaannya pada masing-masing kecamatan yang ada, kemudian 
dianalisis seberapa besar kebutuhannya untukdikembangkan. Analisis 
skalogram juga akan menetukan wilyah kecamatan mana yang menjadi pusat 
pertumbuhan sesuai dengan hierarki dan potensi sumberdaya pesisir yang 
ada. Dengan ditentukannya pusat-pusat pertumbuhan pada wilayah pesisir 
Kabupaten Bantaeng, maka akan terlihat dengan jelas wilayah administrasi 
yang berpengarush sebagai pusat pertumbuhan. 
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Untuk lebih jelasnya, analisis skalogram dan indeks sentralitas 
terbobot secara rinci pada tabel berikut: 
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a. Matriks Skalogram 
Tabel 27. 
Skalogram Wilayah Pesisir Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 
 
 
 
 
No
. 
 
 
Kecamatan 
Fasilitas Sosial Ekonomi Infrastruktur dan Sumberdaya Pesisir 
Perkantoran Pendidikan Peribadatan Kesehatan Perdagangan  Pelabuhan TPI 
Perikanan 
Tangkap 
Perikanan 
Budidaya 
Pariwisata Rusun 
Industri 
Terpadu 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
1
0
 
1
1
 
12
 
13
 
14
 
15
 
1
6
 
1
7
 
1
8
 
1
9
 
2
0
 
2
1
 
2
2
 
2
3
 
2
4
 
2
5
 
1. Bissappu X X X X X - - X - X X - X X X X - X X X X X - X - 
2. Bantaeng X X X X X X - X X X X X X X X - - X X X X -X X - - 
3. Pa’jukukkang X X X X X - - X - X X - X X X - X X X X X X X - X 
                           
Sumber :  Hasil Analisis, Tahun 2017   
KETERANGAN: 
1. Kantor Pemerintahan  6. Gereja  11. Posyandu  16. Pelabuhan   21. Kolam 
2. SD/MI    7. Vihara  12. Apotek  17. TPI/ Pelabuhan Ikan  22. Wisata Alami 
3. SMP/MTS   8. Mushollah  13. Perusahaan  18. Perikanan Laut  23. Wisata Butan 
4. SMA/MA   9. RS   14. Koperasi  19.Budidaya Laut  24. Rumah Susun 
5. Mesjid   10. Puskesmas  15. Usaha Dagang 20. Tambak   25. Industri Terpadu 
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Tabel 28 
Skalogram Wilayah Pesisir Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 
 
 
 
 
No
. 
 
 
Kecamatan 
Fasilitas Sosial Ekonomi, Infrastruktur dan Sumberdaya Pesisir 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
8
 
10
 
11
 
13
 
14
 
15
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
6
 
9
 
12
 
16
 
17
 
24
 
25
 
1. Bissappu X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - X - X - 
2. Bantaeng X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - 
3. Pa’jukukkang X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - X - X 
                          
Sumber :  Hasil Analisis, Tahun 2017 
KETERANGAN: 
1. Kantor Pemerintahan  6. Gereja  11. Posyandu  16. Pelabuhan   21. Kolam 
2. SD/MI    7. Vihara  12. Apotek  17. TPI/ Pelabuhan Ikan  22. Wisata Alami 
3. SMP/MTS   8. Mushollah  13. Perusahaan  18. Perikanan Laut  23. Wisata Butan 
4. SMA/MA   9. RS   14. Koperasi  19.Budidaya Laut  24. Rumah Susun  
5. Mesjid   10. Puskesmas  15. Usaha Dagang 20. Tambak   25. Industri Terpadu 
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Tabel 29 
Skalogram Wilayah Pesisir Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 
 
 
 
 
No
. 
 
 
Kecamatan 
Fasilitas Sosial Ekonomi, Infrastruktur dan Sumberdaya Pesisir 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
8
 
10
 
11
 
13
 
14
 
15
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
6
 
9
 
12
 
16
 
17
 
24
 
25
 
1. Bissappu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 
2. Bantaeng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
3. Pa’jukukkang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 
 Jumlah Fungsi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 
Sumber :  Hasil Analisis, Tahun 2017 
KETERANGAN: 
1. Kantor Pemerintahan  6. Gereja  11. Posyandu  16. Pelabuhan   21. Kolam 
2. SD/MI    7. Vihara  12. Apotek  17. TPI/ Pelabuhan Ikan  22. Wisata Alami 
3. SMP/MTS   8. Mushollah  13. Perusahaan  18. Perikanan Laut  23. Wisata Butan 
4. SMA/MA   9. RS   14. Koperasi  19.Budidaya Laut  24. Rumah Susun  
5. Mesjid    10. Puskesmas  15. Usaha Dagang 20. Tambak   25. Industri Terpadu 
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b. Matriks Indeks Sentralitas 
 
Tabel 30 
Indeks Sentralitas Wilayah Pesisir Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 
` 
 
 
Kecamatan 
Fasilitas Sosial Ekonomi Infrastruktur dan Sumberdaya Pesisir 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
1
0 
1
1 
12
 
13
 
14
 
15
 
1
6 
1
7 
1
8 
1
9 
2
0 
2
1 
2
2 
2
3 
2
4 
2
5 
1. Bissappu 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 
2. Bantaeng 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 
3. Pa’jukukkang 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
JumlahFungsi 3 3 3 3 3 1 0 3 1 3 3 1 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 1 1 
Centralitas Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Bobot 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 100 0 33,3 100 33,3 33,3 100 33,3 33,3 33,3 100 100 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 50 100 100 
Sumber :  Hasil Analisis,Tahun 2017 
KETERANGAN: 
1. Kantor Pemerintahan  6. Gereja  11. Posyandu  16. Pelabuhan   21. Kolam 
2. SD/MI    7. Vihara  12. Apotek  17. TPI/ Pelabuhan Ikan  22. Wisata Alami 
3. SMP/MTS    8. Mushollah  13. Perusahaan  18. Perikanan Laut  23. Wisata Butan 
4. SMA/MA    9. RS   14. Koperasi  19.Budidaya Laut  24. Rumah Susun 
5. MESJID    10. Puskesmas  15. Usaha Dagang 20. Tambak   25. Industri Terpadu 
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Tabel 31. 
Indeks Sentralitas Wilayah Pesisir Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 
Sumber :  Hasil Analisis, Tahun 2017 
KETERANGAN: 
1. Kantor Pemerintahan  6. Gereja  11. Posyandu  16. Pelabuhan   21. Kolam 
2. SD/MI    7. Vihara  12. Apotek  17. TPI/ Pelabuhan Ikan  22. Wisata Alami 
3. SMP/MTS    8. Mushollah  13. Perusahaan  18. Perikanan Laut  23. Wisata Butan 
4. SMA/MA    9. RS   14. Koperasi  19.Budidaya Laut  24. Rumah Susun 
5. MESJID    10. Puskesmas  15. Usaha Dagang 20. Tambak   25. Industri Terpadu 
 
 
 
 
 
 
No
. 
 
 
Kecamatan 
Fasilitas Sosial Ekonomi Infrastruktur dan Sumberdaya Pesisir  
Total 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
1
0
 
1
1
 
12
 
13
 
14
 
15
 
1
6
 
1
7
 
1
8
 
1
9
 
2
0
 
2
1
 
2
2
 
2
3
 
2
4
 
2
5
 
1. Bissappu 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 - - 33,3 - 33,3 33,3 - 33,3 33,3 33,3 100 - 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 - 100 - 732.8 
2. Bantaeng 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 100 - 33,3 100 33,3 33,3 100 33,3 33,3 33,3 - - 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 50 - - 882.8 
3. Pa’jukukkang 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 - - 33,3 - 33,3 33,3 - 33,3 33,3 33,3 - 100 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 50 - 100 782.8 
Centralitas Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  
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Berdasarkan hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas dapat 
dikelompokkan hierarki kecamatan secara berurutan. Kecamatan yang 
memiliki hierarki lebih tinggiakan berfungsi melayani kecamatan yang 
lebih rendah. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan analisis 
skalogram dan indeks setralitas, yang termasuk sebagai kecamatan dengan 
hierarki I adalah Kecamatan Bantaeng, Hierarki II adalah 
KecamatanPa’jukukang dan Hierarki III adalah Kecamatan Bissappu. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 32. 
Hasil Analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas Wilayah PesisirKabupaten 
Bantaeng Tahun 2017 
Sumber :  Hasil Analisis, Tahun 2017 
Sementara, berdasarkan teori yang di kemukakan oleh friedman 
bahwa Pusat pertumbuhan terbagi atas Primer (utama), Sekunder (kedua), 
Tersier (ketiga). Pusat pertumbuhan primer atau pusat utama orde satu 
ialah pusat utama dari keseluruhan daerah, pusat ini dapat merangsang 
pusat pertumbuhan lain yang lebih bawah tingaktannya, kemudian Pusat 
pertumbuhan sekunder adalah pusat dari sub daerah, seringkali pusat ini 
diciptakan untuk mengembangkan sub-daerah yang jauh dari pusat 
No. Kecamatan 
Jumlah Jenis 
Infrastruktur dan 
Sumberdaya Pesisir 
Indeks 
Sentralitas 
Hierarki 
1. Bantaeng 20 882.8 I 
2. Pa’jukukkang 19 782.8 II 
3. Bissappu 18 732.8 III 
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utamanya danpusat pertumbuhan tersier  merupakan titik pertumbuhan 
bagi daerah pengaruhnya.  
Berdasarkan teori pusat pertumbhan friedman dan hasil analisis 
skalogram, maka Kecamatan Bantaeng adalah kecamatan pusat 
pertumbuhan yang berada pada hierarki/0rde I, hal tersebut karena 
Kecamatan Bantaeng mempunyai peran pentingbagi Kabupaten Bantaeng 
yaitu sebagai ibukota kabupaten dan pusat pemerintahan. Sementara 
Kecamatan Pajukukang yang berada pada hierarki II yang merupakan 
pusat pertumbuhan sentra kegiatan kelautan dan perikanan,. Peran 
Kecamatan Pa’jukukang sebagai simpul kegiatan kelautan dan periknan di 
Kabupaten Banteng dengan adanya pelabuhan perikanan/ TPI Birea yang 
mendukung wilayah ini sebagai pusat pertumbuhan kegiatan kelautan dan 
perikanan. Sedangkan pada wilayahKecamatan Bissappu yang berada pada 
hierarki III berfungsi sebagai pusat pertumbuhan kegiatan Pelabuhan Laut 
dan Ekspor-Impor Kabupaten Bantaeng karena di dukung dengan 
keberadaan infrastruktur pelabuhan yang akan terus berkembang. 
I. Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah Pesisir Kabupaten 
Bantaeng  
Berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan 2010 – 2030 
sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Nomor 09 Tahun 2009 telah ditetapkan bahwa Kota Bantaeng 
sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berpotensi dan berfungsi 
mendukung Kota Makassar dan Kawasan Andalan Nasional 
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MAMMINASATA sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Demikian 
secara hierarkis ruang wilayah Kota Bantaeng sebagai Ibukota dari 
Kabupaten Bantaeng dikategorikan sebagai PKL bersama Kabupaten 
Jeneponto dan Bulukumba yang mengapit Kabupaten Bantaeng di kaki 
Selatan daratan Sulawesi . 
Kabupaten Bantaeng, berperan, berpotensi dan berfungsi sebagai 
pusat perdagangan, jasa dan industri serta simpul transportasi yang melayani 
kecamatan-kecamatan diinternal Kabupaten Bantaeng, dan wilayah 
sekitarnya. Berdasarkan bahwa Kabupaten Bantaeng telah ditetapkan juga 
sebagai areal pengembangan Kawasan Budidaya Rumput Laut yang dalam 
hal ini menunjang penempatan Kawasan Minapolitan Kabupaten Bantaeng, 
yang telah ditetapkan secara nasional oleh Kementerian Kelautan dan 
Perikanan Republik Indonesia melalui BPSPL Makassar. 
Lebih jelasnya untuk melihat penentuan pusat pertumbuhan 
berdasarkan hasil analisis serta kajian data dan di padukan dengan rencana 
tata ruang wilayah Kabupaten Bantaeng, maka dapat di simpulkan sebagai 
berikut : 
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Tabel 33. Hierarki Pusat Pertumbuhan Wilayah Pesisir Yang 
Dipadukandengan RTRW Kabupaten BantaengTahun 2017 
No 
Kota  
Kecamatan 
Hierarki 
Orde Kota 
Fungsi  
1 Bantaeng 
I 
 
PKL 
1. Ibukota Kecamatan Bantaeng 
2. Ibukota Kabupaten Bantaeng 
3. Pusat Pendidikan 
4. Pusat pelayanan kesehatan 
5. Pusat perdagangan dan jasa 
6. Pusat kegiatan Pelabuhan Khusus Kapal Pesiar 
Kabupaten Bantaeng 
7. Pusat simpul transportasi antar wilayah 
kecamatan dan antar kabupaten 
8. Pusat pariwisata bahari (The New Bantaeng) 
9. Pusat kegiatan budidaya kelautan dan perikanan 
2 Pa’jukukang 
II 
 
Sub  
PKL 2 
 
1. Ibukota Kecamatan Pa’jukukang 
2. Pusat kolektor produk perikanan dan kelautan 
serta pertanian 
3. Pusat Kawasan Industri Perikanan Terpadu 
Kelautan & Perikanan (KIT-KP) Kaw. 
Minapolitan 
4. Pusat Pelabuhan PPI/TPI Birea. 
5. Pusat kegiatan budidaya perkebunan, kelautan 
dan perikanan. 
6. Pusat kegiatan pariwisata bahari 
3 Bissappu 
III 
 
Sub  
PKL 1 
 
1. Ibukota Kecamatan Bissappu 
1. Pusat kolektor produk perikanan, kelautan dan 
pertanian 
2. Pusat kegiatan Pelabuhan Laut dan pelabuhan 
Ekspor-Impor Kabupaten Bantaeng 
3. Pusat kegiatan budidaya kelautan, perikanan 
dan pertanian 
4. Pusat kegiatan pariwisata bahari 
5. Pusat kegiatan rumah susun sewa 
Sumber :  Hasil Analisis Tahun 2017dan modifikasi RTRW Kabupaten BantaengStruktur ruang rtrw 
Sementara jika melihat arahan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2009, maka wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng ditetapkan sebagai 
kawasan minapolitan dengan kegiatan ekonomi serta infrastruktur bertumpu 
pada kegiatan Kelautan dan Perikanan sesuai potensi pada masing 
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kecamatan di wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng. Maka berdasarkan hal 
tersebut pusat pertumbuhan pada wilayah pesisir Kabupaeten Bantaeng 
ditetapkan sebagai berikut: 
Tabel 34. Hierarki Pusat Pertumbuhan Wilayah Pesisir 
Kabupaten BantaengTahun 2017 
No 
Kota  
Kecamatan 
Hierarkis 
Orde  
Kota 
Fungsi 
1 Bantaeng 
I 
PKL 1  
1. Pusat simpul transportasi antar wilayah 
kecamatan dan antar kabupaten. 
2. Pusat kegiatan budidaya Kelautan dan 
Perikanan. 
3. Pusat kolektor (pengumpul) hasil produksi 
Kelautan dan Perikanan 
4. Pusat pemasaran hasil produksi Kelautan dan 
Perikanan melalui The New Bantaeng. 
2 Pa’jukukang 
II 
Sub  
PKL 1 
1. Pusat kegiatan budidaya kelautan dan 
perikanan. 
2. Pusat kolektor (pengumpul) hasil produksi 
Kelautan dan Perikanan. 
3. Pusat pengolahan hasil kelautan dan perikanan 
(Kawasan Industri Perikanan Terpadu Kelautan 
& Perikanan (KIT-KP) Kaw. Minapolitan). 
4. Pusat Ekpor-Impor Hasil Kelautan dan 
Perikanan. 
5. Pusat pemasaran hasil produk Kelautan dan 
Perikanan melalui Wisata Bahari Desa Baruga. 
3 Bissappu 
III 
Sub  
PKL 2 
1. Pusat kegiatan budidaya Kelautan dan 
Perikanan. 
2. Pusat kolektor (pengumpul) produk Kelautan 
dan Perikanan. 
3. Pusat pemasaran hasil produk Kelautan dan 
Perikanan melalui Pelabuhan Umum Bonto Jai. 
4. Pusat kegiatan rumah susun sederhana sewa 
Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2017 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Survey Lapangan
Kemudian mengingat bahwa 
yang akan dibangun dengan sebagian kegiatannya telah berjalan adalah 
berbasis perikanan dan 
ditata adalah wilayah pesisir, laut dan pulau
kebetulan di Kabupaten Bantaeng tidak memiliki pulau
Gambar 19
Pusat KIT-KP
 
Pusat Pemasaran Hasil Produksi Kelautan/ Pelabuhan Bantaeng
Sumber : Survey Lapangan, Tahun 2017
, Tahun 2017 
wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng 
kelautan, maka secara definisi bahwa wilayah yang 
-pulau kecil, dimana secara 
-pulau kecil, maka 
 
 
Gambar 20
Kawasan The New Bantaeng
 
Gambar 21 
 
 Sumber : Survey Lapangan, Tahun 2017
133 
 
 
 
 
134 
 
fokus pembahasan hanya diarahkan pada wilayah pesisir dan laut sampai 4 
mil sesuai batas kewenangan pengelolaan tingkat kabupaten/kota dari batas 
garis pantai pasang-surut rata-rata. Sedangkan batasan wilayah pesisir 
adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi 
oleh perubahan di darat dan laut, maka ketiga kota Orde I, II, dan III diatas, 
memiliki wilayah darat, pesisir dan laut.  
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Peta Pusat Pertumbuhan Wilayah Pesisir  
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Disisi lain juga bahwa peralihan ekosistem merupakan batas yang tidak terikat 
dengan batas administrasi, sedangkan di dalam penataan ruang lebih fokus kepada 
batas administrasi maka dalam hal wilayah pesisir untuk batas wilayah 
administrasi terkecil dengan aspek kelautan dan penduduknya sebagian terkait 
dengan kelautan. 
Berdasarkan hal tersebut, maka desa-desa/kelurahan-kelurahan yang 
mendapatkan pelayanan dari ketiga pusat pertumbuhan dan hierarkis dapat 
dilihat pada Tabel berikut. 
Tabel35:  Kelurahan/Desa Yang Dapat Dilayani oleh Pusat Pertumbuhan di 
wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng  
No Kota Pusat Pelayanan 
Kelurahan Desa Yang Dilayani dan 
Klasifikasi Kemampuannya 
1 
Bantaeng 
(PKL / Orde I) 
1. Tappanjeng Swakarya 
2. Pallantikang Swakarya 
3. Letta Swakarya 
4. Lembang Swakarya 
5. Lamalaka Swakarya 
2 
Pa’jukukang 
(Sub PKL / Orde II) 
1. Rappoa - 
2. Lumpangan Swakarya 
3. Biangkeke Swakarya 
4. Nipa-Nipa Swakarya 
5. Pa’jukukang Swakarya 
6. Borong Loe Swakarya 
7. Papan Loe Swakarya 
8. Baruga Swakarya 
3 
Bissappu 
(Sub PKL / Orde III) 
1. Bonto Jai Swakarya 
2. Bonto Lebang Swakarya 
3. Bonto Sunggu Swakarya 
 Jumlah 16 Desa/Kelurahan - 
Sumber :  Hasil Analisis, Tahun 2017 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Dari hasil analisis dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah dari 
penelitian ini  maka dapat ditarik kesimpulan bahwa  
1. Kondisi wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng adalah sebagai berikut: 
a. Pemanfaatan lahan wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng terdiri dari 
pemanfaatan wilayah pesisir daratan dan pemanfaatan wilayah pesisir 
lautan. Pemanfaatan wilayah pesisir daratan terbagi atas; hutan (160,35 
ha), Mangrove (32,628 ha), Kawasan Industri (14,943 ha), Kebun / 
Perkebunan (77,82 ha), Permukiman (554,123 ha), Sawah (3.244,226 ha), 
Semak belukar/alang-alang (123,99 ha), Tambak (53,904 ha)  danTegalan 
(7.536,194 ha). Sedangkan untuk pemanfatan wilayah pesisir lautan terdiri 
atas: Budi daya rumput laut, Penangkapan Ikan, aktivitas pelabuhan dan 
kegiatan pariwisata dan alur pelayaran 
b. Kondisi infrastruktur wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng sudah tersebar 
cukup merata yang terdiri dari: fasilitas perkantoran sebanyak 33, 
fasilitas pendidikan sebanyak 116 unit, fasilitas Kesehatan sebanyak 157 
unit, faslitas peribadatan sebanyak 235 unit dan faslitas 
perdagangan/industry sebanyak 461 unit serta fasilitas rumahsusun.  
Sedangkan untuk kondisi jaringan infrastruktur itu terbagi atas jaringan 
138 
 
 
transportasi darat, jaringan transportasi laut, jaringan listrik, jaringan 
telekomunikasi dan jaringan sumberdaya air  
c. Potensi sumberdaya pesisir dan kelautan di Kabupaten Bantaeng terdiri 
atas ,potensi perikanan tangkap dengan jumlah produksi ikan laut sebesar 
5186,6 ton pada tahun 2015, potensi perikanan budidaya dengan jumlah 
produksi ikan sebesar 9885,86 ton pada tahun 2015 serta potensi 
pariwisata yang terdapat di tiga kecamatan diwilayah pesisir Kabupaten 
Bantaeng baik itu pariwisata alami maupun buatan. 
d. Arahan kebijakan penataan ruang serta kebijakan pembangunan yang 
ada, terutama untuk wilayah peisisir Kabupaten Bantaeng mengarah pada 
peningkatan dan pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir , utamanya 
potensi minapolitan yang telah termaktup dalam dalam Keputusan 
Menteri Kelautan dan PerikananRepublik Indonesia Nomor 
KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan yang 
kemudian dijabarkan dalam beberapa rencana tata ruang wilayah 
kabupaten dan rencana program pembangunan yang terdapatpada 
RPJMD dan RPJPD  Kabupaten Bantaeng.  
2. Dari hasil analisa skalogram dan perhitungan indeks sentralitas, Pusat-pusat 
pertumbuhan pada wilayah pesisir kabupaten Bantaeng terbagi atas: 
a. Kecamatan Bantaeng yang merupakan orde I dengan fungsi 
139 
 
 
 Pusat simpul transportasi antar wilayah kecamatan dan antar 
kabupaten. 
 Pusat kegiatan budidaya Kelautan dan Perikanan. 
 Pusat kolektor (pengumpul) hasil produksi Kelautan dan Perikanan. 
 Pusat pemasaran hasil produksi Kelautan dan Perikanan melalui The 
New Bantaeng. 
b. KecamatanPajukukang yang merupakanorde II denganfungsi 
 Pusat kegiatan budidaya kelautan dan perikanan. 
 Pusat kolektor (pengumpul) hasil produksi Kelautan dan Perikanan. 
 Pusat pengolahan hasil kelautan dan perikanan (Kawasan Industri 
Perikanan Terpadu Kelautan & Perikanan (KIT-KP) Kaw. 
Minapolitan). 
 Pusat Ekpor-Impor Hasil Kelautan dan Perikanan. 
 Pusat pemasaran hasil produk Kelautan dan Perikanan melalui Wisata 
Bahari Desa Baruga. 
c. Kecamatan Bissappu yang merupakan orde III dengan fungsi 
 Pusat kegiatan budidaya Kelautan dan Perikanan. 
 Pusat kolektor (pengumpul) produk Kelautan dan Perikanan. 
 Pusat pemasaran hasil produk Kelautan dan Perikanan melalui 
Pelabuhan Umum Bonto Jai. 
 Pusat kegiatan rumah susun sederhana sewa 
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B. Saran 
Berdasarkan dari kesimpulan atau hasil penelitian, maka dapat ditarik 
beberapa saran dari penelitian ini: 
1. Sebaiknya memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan, pemeliharaan 
dan penataan aktivitas masyarakat lokal agar potensi kawasan menjadi 
berkembang dan tidak terjadi kerusakan lingkungan yang nantinya 
membutuhkan penanganan serius. 
2. Sebaiknya lebih konsisten dengan peraturan yang telah diterbitkan sebagai 
cerminan dalammenata, mengembangkan dan memanfaatakan ruang wilayah 
pesisir KabupatenBantaengagar  tetap seimbang. 
3. Diperlukan pengelolaan kawasan dengan memberdayakan masyarakat pada 
kawasan untuk meningkatkan ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja. 
4. Konsisten dalam pengembangan potesi sehingga kawasan lebih cepat 
berkembang. 
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